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A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

١ Alif 
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 ba„ B Be ب

 ta‟ T Te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ȟ H ح
ha (dengan garis di 

bawah) 

 Kha‟ kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź ذ
ze (dengan titik di 

atas) 

 ra‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad S ص
es (dengan garis di 

bawah) 

 d‟ad D ض
de (dengan garis di 

bawah) 
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 Ţa T ط
te (dengan garis di 

bawah) 

 Ża Z ظ
zet (dengan garis di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ه

 Mim M „em م

 Nun N „en ى

 Waw W W و

 ha‟ H Ha ه

Hamza ء

h 

„ Apostrof 

 ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap. 
 

 Ditulis „iddah عدة

 

C. Ta’marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h. 
 

 ditulis Jizyah جسية Ditulis Hikmah حكمة

 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karâmah al-auliyâ لياء االو ة كرام
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2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau 

dammah ditulis dengan t 

 

 ditulis Zakât al-fitr رطفل ا ة زك

 

B. Vokal Pendek 
 

 Fathah Ditulis A ـــ َ

 Kasrah Ditulis I ـــ َ

 Dammah Ditulis U ـــ َ

 

C. Vokal Panjang 
 

1. Fathah + alif Ditulis A 

 Ditulis Jāhiliyah ةيلهاج 

2. Fathah + ya‟mati Ditulis A 

 Ditulis Tansā تنص 

3. Kasrah + ya‟mati Ditulis I 

 Ditulis Karim كريم 

4. Dammah + wawu mati Ditulis U 

 Ditulis Furūd وضرف 

 

D. Vokal Rangkap 
 

1. Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 

2. Fathah + wawu mati Ditulis A

u 

 Ditulis Qaul لوق 

 

E. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof 
 

 Ditulis a‟antum أأنتم

 Ditulis u‟iddat أعدت
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F. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah 
 

 Ditulis al-qiyâs اشيقلا

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya. 

 Ditulis As-samâ السماء

 

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
 

 Ditulis Zawi al-furûd وضرفلذوئ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang 

amat baik kepada kita semua dan senantiasa dinantikan syafa‟atnya di hari akhir 

nanti. Aamiin. 

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu 

(S-1) di setiap universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis 

untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: 

“Analisis Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa 

Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)”. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih 

kepada:  

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) 

Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;  

2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;  

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri 

Purwokerto;  

4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;  

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;  



 

xii 

 

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri 

Purwokerto; 

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri 

Purwokerto;  

8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan pengarahan sampai dengan selesai perkuliahan ini 

9. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian 

skripsi ini dengan baik;  

10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada 

penulis; 

11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa; 

12. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Sahlan dan Ibu Mulhimah, serta 

kakak-kakak dan ponakan saya, Mas Robby, Mba Melani dan Veeya yang 

senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal 

serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik 

materi maupun doa;  

13. Seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, 

dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat 

diselesaiakan; 

14. Salam takdzim teruntuk Kyai, Dewan Guru, Dosen dan orang-orang yang 

telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada tahap ini; 

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk 

kalian semua. 

Terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do‟a, semoga amal baik 

dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT. 



 

xiii 

 

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan 

tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun 

penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi 

penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

       Purwokerto, 04 Juli 2024 

       Penulis 

 

 

       Insya Akbar Muhammad 

       NIM. 1917301043 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN IJARAH 

MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg) 

ABSTRAK 

INSYA AKBAR MUHAMMAD 

NIM. 1917301043 

Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Penelitian ini menganalisis putusan hakim yang ditangani Pengadilan 

Agama Purbalingga pada perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/Pa.Pbg. tentang 

wanprestasi akad pembiayaan ijarah multijasa. Hakim memutuskan mengabulkan 

gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya tentang besaran ujrah. 

Melihat besarnya jumlah ujrah di dalam akad tersebut hakim menganggap terlalu 

tinggi dan mencederai rasa keadilan. Namun, adanya ketidak sesuaian dengan 

Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan hakim menolak gugatan 

penggugat dengan menyamakan antara ujrah dengan bunga. Penelitian ini akan 

menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan 

Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Adapun 

pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, 

yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 

norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu metode observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data primer yang 

digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian karena 

didalam gugatan tersebut tentang besaran ujrah ditolak. Hakim 

mempertimbangkan bahwa ujrah 32% yang mana disamakan dengan bunga yang 

dinilai terlalu tinggi dan mencedrai rasa keadilan. Pertimbangan hakim melihat 

pada Pasal 1767 KUHPerdata sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 

bahwa bunga menurut undang-undang adalah 6 % pertahun atau 0.5% perbulan. 

Hakim memutus perkara ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, 

dalam pertimbangannya hakim tidak memakai pedoman Fatwa DSN No. 

112/DSN-MUI/IX/2017 sebagai dasar hukumnya, yang mana kuantitas dan/atau 

kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau 

rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. 

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad Ijarah Multijasa, Fatwa DSN MUI No. 

112/DSN-MUI/IX/2017. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akad pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

dunia perbankan dan keuangan. Melalui akad pembiayaan, pemberi 

pembiayaan memberikan dana kepada penerima pembiayaan untuk tujuan 

tertentu. Namun, terkadang terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang 

berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan. Wanprestasi terjadi 

ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan memiliki implikasi 

yang signifikan, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Pertama, 

sengketa ini mempengaruhi kepastian hukum dan stabilitas kontrak di 

bidang pembiayaan. Pihak yang mengalami wanprestasi dapat dikenai 

sanksi dan konsekuensi hukum yang serius, seperti pembayaran ganti rugi 

atau putusan pengadilan yang merugikan. Kedua, sengketa wanprestasi 

juga berdampak pada stabilitas keuangan dan kredibilitas lembaga 

pembiayaan. Jika kasus wanprestasi sering terjadi dan tidak ditangani 

dengan baik, ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan 

bagi pemberi pembiayaan dan merusak kepercayaan nasabah. 

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Purbalingga tentang sengketa wanprestasi adalah akad pembiayaan ijarah 

multijasa yang didaftarkan pada Senin, 28 September 2020 berupa gugatan 

yang diajukan oleh H.Khasan Sumargo, S.Pd selaku Pengurus Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi 

Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Anang 

Cahyono bertempat tinggal di Pangempon Rt 02 Rw 001 Kecamatan 

Kejobong Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat I dan Yunita Pustisari bertempat tinggal di Pangempon Rt 02 Rw 
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001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat II. 

Dalam perkara gugatan nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg bahwa 

Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena 

para Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang 

sudah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan ijarah multijasa No. 

04/471.4/05/19 tanggal 20 Mei 2019. Pembiayaan tersebut sebesar Rp. 

15.000.000 digunakan oleh Tergugat untuk biaya pendidikan dengan ujrah 

sebesar Rp. 4.860.000 dan jangka waktunya 18 bulan terhitung sejak surat 

perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak. 

Ditengah perjalanan kurang lebih selama 4 bulan angsuran 

berjalan, Tergugat menunggak angsurannya. Penggugat telah melakukan 

upaya penagihan kepada Tergugat sampai memberikan surat peringatan 

(SP) ke-1 pada tanggal 24 September 2019, surat peringatan (SP) ke-2 

pada tanggal 12 Februari 2020 dan surat peringatan (SP) ke-3 pada tanggal 

6 Juni 2020, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi 

kewajibannya pembayaran sisa hutang tersebut. Sehingga Penggugat 

menanggung kerugian dengan rincian; sisa sewa manfaat periode s/d lunas 

Rp. 11.721.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 

tunggakan ujrah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), 

denda keterlambatan Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah), biaya kunjungan/penagihan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh 

lima ribu rupiah), total Rp. 17.171.000,- (tujuh belah juta serratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat, 

maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian 

tersebut.
1
 

Sengketa ini didaftarkan dan diselesaikan di Pengadilan Agama 

Purbalingga. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Purbalingga yang 

berwenang sesuai kompetensi absolut dan kompetensi relatif nya. Karena 

                                                           
1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. 



 

3 

 
 

 

perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah maka Pengadilan Agama 

lah yang berwenang menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan 

perkara tersebut sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dipertegas pada 

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2
 Tergugat merupakan 

warga Purbalingga yang bertempat tinggal di Purbalingga, maka dari itu 

gugatan dari penggugat dilayangkan ke Pengadilan Agama Purbalingga. 

Hal ini sesuai asas “actor secuitur forum rei” (asas kewenangan mengadili 

sengketa berdasarkan pengadilan daerah hukum tempat tergugat bertempat 

tinggal) atau yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat 

kediaman tergugat sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR.
3
 

Pokok gugatan pada perkara ini adalah: 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.  

2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa 

Nomor 04/471.4/05/19 tertanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani 

oleh Penggugat dan Tergugat. 

3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan 

cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Ijarah Multijasa Nomor 

04/471.4/05/19 tertanggal 20 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil 

sebesar Rp. 17.171.000. 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 

17.171.000 kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan 

mempunyai hukum tetap. 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul 

dalam perkara ini. 

                                                           
2
 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah (Jakarta: Gramata Publishing, 2010) hlm. 123-124. 
3
 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama, hlm. 121. 
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Hakim tunggal telah menerima dan memeriksa gugatan tersebut 

sesuai dengan kewenangan absolut peradilan agama dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah, dan memberi putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap persidangan tidak hadir. 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek. 

3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa 

Nomor 04/471.4/05/19 tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat. 

4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera 

janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah 

Multijasa Nomor 04/471.4/2019 tertanggal 20 Mei 2019. 

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada 

Penggugat sejumlah Rp. 17.171.000 langsung seketika setelah putusan 

ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya. 

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini 

yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000.
4
 

Dalam putusan tersebut ada hal yang menarik, hakim tunggal 

menolak gugatan selebihnya yaitu mengenai ujrah dengan dalih bahwa 

ujrah di dalam akad tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 1767 KUHPerdata sebagaimana 

Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga (margin) menurut 

undang-undang adalah 6% pertahun atau 0,5% perbulan. Sedangkan di 

dalam posita gugatan bahwa dalam akad dimaksud ujrah nya 32% (21,6% 

pertahun atau 1,8% perbulan), sehingga hakim menilai dengan ujrah yang 

sedemikian terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan.  

                                                           
4 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. 
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Menurut penulis pertimbangan hakim menggunakan KUHPerdata 

dalam memutuskan mengenai ujrah ini patut dibahas, karena hakim 

menganggap ujrah tersebut sama dengan bunga. Menurut penulis, hakim 

tidak seharusnya menganggap ujrah sama dengan bunga, karena dalam 

prinsip lembaga keuangan syariah akad pembiayaan ijarah tidak ada 

bunga melainkan ujrah. Bunga dengan ujrah adalah dua hal yang berbeda. 

Ujrah merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada 

seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas 

pekerjaan yang telah dilakukan. Ujrah atau upah merupakan muamalah 

yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur 

Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh syara‟, berdasarkan ayat Al-Qur‟an, hadis-

hadis Nabi, dan ketetapan ijma para ulama.
5
 Bunga adalah tambahan yang 

dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok 

pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut 

berdasarkan tempo waktuyang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan 

pada umumnya berdasarkan presentase.
6
 

Hakim dapat menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 

akad ijarah sebagai pertimbangan dalam menentukan ujrah dalam perkara 

tersebut. Terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjelaskan 

mengenai ujrah di dalam akad ijarah yaitu Fatwa DSN MUI No. 

112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah disebutkan bahwa kuantitas 

dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase 

tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang 

melakukan akad.
7
 Selain itu, Fatwa DSN MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007 

tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah 

                                                           
5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 191. 
6 Abdul Rahim, “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah”, 

Jurnal Ekonomi, vol.1 no.2, Juli-Desember, 2021, hlm. 188. 
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Ijarah 

diakses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view. 
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disebutkan bahwa ujrah dalam ijarah harus disepakati pada saat akad, 

akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak 

memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujrah yang telah 

disepakati tersebut.
8
 Dalam fatwa-fatwa tersebut tidak ada ketentuan 

terkait batasan maksimal besaran ujrah yang diperbolehkan.  

Menyangkut penentuan ujrah, dalam berbagai literatur fiqh 

muamalah para ulama fiqh tidak menjelaskan secara detail tentang rate 

upah dan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan 

tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut 

jenisnya ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ujrah yang telah 

disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka syarat tersebut harus 

disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, 

sedangkan ujrah yang sepadan ialah ujrah yang sepadan dengan kerjanya 

atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya.
9
 Salah satu syarat dalam ujrah 

juga disebutkan bahwa besaran ujrah merujuk pada kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang berakad dan pemberian ujrah harus dilakukan 

dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian 

dan bukan karena keterpaksaan.
10

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.56/DSN-MUI/V/2007, tentang Ketentuan Review 

Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah diakses di https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzZGJuU1I2ZVJWaEE/view?resourcekey=0-NEwSs99Fo-tr3Ad6Vt5XOA. 
9 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.67. 
10 Diki Chandra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Pekerja 

Bangunan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, 

Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi diterbitkan (Lampung: UIN Raden 

Intan Lampung, 2022), hlm. 37. 
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Dengan demikian, dari penjelasan tentang duduk perkara di atas 

penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg yang akan diangkat menjadi sebuah karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Sengketa 

Wanprestasi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Perspektif Fatwa 

DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Putusan Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk memahami arti dari judul dan mendapatkan wawasan yang 

jelas, serta untuk memudahkan pemahaman, penulis harus menjelaskan 

sebagai berikut. 

1. Wanprestasi 

Wanprestasi yang dimaksud disini adalah wanprestasi yang 

dilakukan oleh Nasabah KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, 

yaitu nasabah tidak mengembalikan biaya sewa manfaat dan ujrah 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga pihak BMT 

merasa dirugikan secara materiil. 

2. Ijarah Multijasa 

Dalam akad ijarah multijasa yang peneliti maksud disini adalah 

akad yang dilakukan antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan 

Nasabahnya. KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan 

ijarah multijasa kepada nasabahnya sejumlah Rp.15.000.000 untuk 

sewa manfaat ma‟jur yang akan digunakan untuk biaya pendidikan. 

Angsuran sebesar Rp. 834.000 dan ujrah sewa manfaat sebesar Rp. 

270.000 tiap bulannya selama jangka waktu 18 bulan. 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan fatwa yang 

berhubungan dengan sewa atau dalam Islam biasa disebut dengan 
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Ijarah. Fatwa yang akan digunakan adalah Fatwa DSN MUI No. 

112/DSNMUI/IX/2017 tentang Ijarah. Dimana fatwa ini memuat 

seluruh ketentuan dalam akad ijarah, salah satunya mengenai ujrah. Di 

dalam fatwa ini dijelaskan bahwa kuantitas dan/atau kualitas ujrah 

harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus 

yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
11

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar 

pembahasan dalam penilitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad ijarah 

multijasa? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad ijarah 

multijasa perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad ijarah 

multijasa. 

b. Untuk mengetahui perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-

MUI/IX/2017 mengenai pertimbangan hakim pada putusan Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad ijarah 

multijasa. 

 

                                                           
11 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Ijarah 

diakses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis:  

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi berupa 

pemikiran dan pemahaman mengenai penggunaan prinsip 

syariah yaitu mengenai besaran ujrah dalam pertimbangan 

hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam suatu putusan. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

evaluasi serta sebagai bahan rujukan ilmiah dalam proses 

belajar mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 

baik oleh lembaga keuangan syariah, dan masyarakat umum. 

Penelitian ini juga bermanfaat bagi para peminat hukum ekonomi 

syariah dan praktisi bisnis syariah dalam menganalisis tentang 

alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam 

sengketa ekonomi syariah. 

c. Manfaat Akademis: Secara akademis, penelitian ini merupakan 

syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi 

Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam sebuah penelitian. 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding antara penelitian yang 

sedang dibuat dan dengan penelitian-penelitian sebelumnya: 

Pertama, Skripsi Devinasari dengan judul “Analisis Yuridis 

Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga”. Penelitian 

ini berisi analisis mengenai putusan hakim tentang wanprestasi dalam akad 

ijarah multijasa di Pengadilan Agama Purbalingga. Berdasarkan putusan 
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majelis hakim, perkara ini sudah sesuai dengan teori wanprestasi yang 

termasuk dalam kategori wanprestasi yaitu terlambat melakukan prestasi. 

Karena sebenarnya pihak tergugat masih punya itikad baik untuk melunasi 

kewajibannya namun keadaan yang memaksa tergugat untuk menunggak 

kewajibannya. Kemudian, mengenai dasar hukum yang digunakan hakim 

dalam memutuskan perkara yaitu menggunakan Perundang-undangan, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Qur‟an dan Hadist sebagai 

rujukannya.
12

 Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis 

putusan tentang sengketa ekonomi syariah wanprestasi akad pembiayaan 

ijarah multijasa di jalur penyelesaian Peradilan Agama. Terdapat 

perbedaan dimana skripsi ini menggunakan dasar hukum Perundang-

undangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk melakukan 

penelitian, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dan Fatwa DSN 

MUI untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama. 

Kedua, Skripsi Hilman Fahmi yang berjudul “Implementasi 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569K/Ag/2015)”. Pertimbangan 

majelis hakim dalam skripsi ini sudah sesuai dengan perundang-undangan 

dan KHES tentang akad ijarah multijasa. Namun majelis hakim tidak 

maksimal dalam menerapkan KHES dalam menyatakan nasabah telah 

wanprestasi dan mengenai keadaan darurat. Majelis tidak menerapkan 

fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah dan multijasa padahal 

nasabah mengalami keterlambatan mengangsur karena keadaan 

memaksa.
13

 Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan 

                                                           
12 Devinasari, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan 

Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga”, Skripsi diterbitkan 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). 
13 Hilman Fahmi, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)”, Skripsi diterbitkan (Malang: UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2017). 
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tentang sengketa ekonomi syariah wanprestasi dan menggunakan sudut 

pandang Fatwa DSN MUI. Terdapat perbedaan dimana skripsi ini 

menggunakan putusan Mahkamah Agung, sedangkan dalam penelitian ini 

adalah putusan Pengadilan Agama. 

Ketiga, Skripsi Dhanang Aryo Wicaksono yang berjudul 

“Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Ijarah Multiakad (Analisis 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 569K/Ag/2015)”. Pertimbangan 

putusan hakim Makamah Agung dalam memutus perkara sengketa 

ekonomi syariah sudah menerapkan Fatwa DSN MUI dan KHES.
14

 

Persamaan penelitian yakni sama sama menganalisis putusan tentang 

sengketa ekonomi syariah wanprestasi dan menggunakan sudut pandang 

Fatwa DSN MUI. Terdapat perbedaan dimana skripsi ini menggunakan 

putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini menggunakan 

putusan Pengadilan Agama. 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu 

cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, 

sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. 

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Jadi metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah.
15

  

 

                                                           
14 Dhanang Aryo Wicaksono, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Ijarah 

Multiakad (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015), Skripsi diterbitkan 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 
15 Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 26. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kedalam penelitian 

hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup 

konsepsi hukum, kaidah hukum serta asas-asas hukum, tidak sampai 

pada perilaku manusia. Penelitian ini menjadikan norma sebagai objek 

dalam kajiannya, yang dimaksud norma disini adalah seluruh norma 

hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Beberapa norma hukum 

yang dapat menjadi objek dalam penelitian hukum kepustakaan, 

diantaranya norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan 

lembaga negara, peraturan lembaga hukum, putusan pengadilan, 

keputusan pejabat dan segala jenis dokumen hukum yang dikeluarkan 

secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
16

 

Peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Purbalingga 

Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. sebagai objek penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan 

dengan masalah yang sudah menjadi putusan pengadilan serta telah 

berkekuatan hukum tetap.
17

 Kajian pokok dalam pedekatan ini adalah 

ratio decidendi berupa pertimbangan hakim pengadilan atau alasan 

hukum untuk sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi bisa kita 

perhatikan pada fakta materiil, berupa orang, waktu, tempat dan semua 

hal yang menyertainya bila tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil ini 

penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya hakim ataupun pihak 

yang bersengketa akan mencari peraturan atau hukum yang dapat 

digunakan pada fakta tersebut.
18

 

                                                           
16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 52-53. 
17 Muhaimin, Metode, hlm. 57. 
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94. 



 

13 

 
 

 

Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti berupa sengketa 

wanprestasi dalam akad ijarah multijasa pada putusan Pengadilan 

Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah sumber data utama yang memberikan 

informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data 

pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data ini berupa 

buku, dokumen dan hasil observasi.
19

 Berdasarkan teori teresebut 

peneliti menggunakan dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama 

Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg dan Fatwa DSN 

MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau hasil 

wawancara yang hanya melengkapi data primer.
20

 Data sekunder 

terdapat pada buku, jurnal, internet dan literatur lainnya atau hasil 

wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah tahapan utama dalam sebuah 

penelitian. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya: 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam 

mengkaji informasi tertulis yang tidak diterbitkan untuk umum, 

namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Data berasal dari 

                                                           
19 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

(t.k:t.p, t.t), hlm. 10. 
20 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan, hlm. 10. 
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pembuat peraturan perundang-undangan, hakim pengadilan, ahli 

hukum dan peneliti hukum.
21

  

Peneliti menggunakan metode studi dokumen berupa 

keterangan atau catatan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga 

dalam perkara nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. 

b. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti 

dengan informan jika diperlukan.
22

  

Peneliti menggunakan metode tersebut untuk memperoleh 

informasi terkait perkara dalam Putusan Pengadilan Agama 

Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. dari hakim 

pemeriksa perkara tersebut. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah serangkaian proses dalam menelaah hasil 

pengolahan data-data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh 

sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan merupakan analisis kualitatif, yaitu analisis 

data yang memaparkan data secara baik dan benar ke dalam kalimat 

yang teratur, tidak tumpang tindih, logis serta efektif, sehingga mudah 

dalam memahami hasil analisis.
23

 Sifat analisis dalam penelitian 

hukum kepustakaan adalah preskriptif yaitu bertujuan untuk 

memberikan pendapat atau argumentasi dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan. Argumentasi ditujukan untuk memberikan penilaian 

tentang benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum 

terhadap peristiwa hukum yang sedang diteliti.
24

 

                                                           
21 Muhaimin, Metode, hlm. 66. 
22 Muhaimin, Metode, hlm. 95. 
23 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69. 
24 Muhaimin, Metode, hlm. 71. 
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Peneliti menggunakan metode content analysis sebagai 

pedoman untuk menganilisis data-data dalam penelitian ini. Content 

analysis merupakan metode anilisis data untuk menganalisis isi dari 

suatu teks. Dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari salinan 

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. untuk dianalisis kemudian ditarik 

kesimpulan hasil analisisnya dengaan dasar serta pertimbangan hukum, 

kemudian dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad 

ijarah multijasa perspektif Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-

MUI/IX/2017. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, untuk 

mempermudah dalam memahami apa yang terdapat dalam skripsi ini, 

peneliti mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I disusun untuk memberikan bahasan awal skripsi yang berisi 

tentang kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II menguraikan pandangan umum dalam pembahasan 

penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti konsep umum tentang 

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, konsep umum akad ijarah multijasa, 

konsep umum wanprestasi. 

BAB III mendeskripsikan tentang profil dari Pengadilan Agama 

Purbalingga, termasuk sejarah pembentukannya, visi dan misi, wewenang, 

fungsi, tugas, wilayah yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan 

Agama Purbalingga. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi dari sengketa 

dalam Putusan, pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Agama 

Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. tentang penyelesaian 

sengketa wanprestasi dalam akad ijarah multijasa. 
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BAB IV merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi hasil 

analisis dari dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan 

Agama Purbalingga pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. dalam 

memberikan putusan sengketa wanprestasi dalam akad ijarah multijasa. 

Dalam bab ini juga berisi hasil analisis mengenai tinjauan yuridis dalam 

putusan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg perspektif fatwa DSN MUI. 

BA LB V merupalkaln balb balgialn teralkhir yalitu penutup dalri 

penelitialn ini ya lng didallalmnyal termalsuk kesimpulaln daln salraln. 

Kesimpulaln dia lmbil dalri halsil alnallisis ya lng bersifalt subtalnsiall kalrena l 

menjaldi jalwalbaln dalri pokok permalsallalhaln. Kemudialn untuk salra ln 

ditujukaln untuk memberi malsukaln terkalit halsil dalri penelitia ln ini. 
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BAB II 

KONSEP WANPRESTASI, AKAD IJALRALH MULTIJASA DAN 

FATWA DSN-MUI 

A. Walnprestalsi 

1. Pengertia ln Wa lnprestalsi 

Wa lnpresta lsi alta lu dikena ll denga ln istila lh ingka lr jalnji, ya litu 

kewaljibaln da lri debitur untuk memenuhi sualtu presta lsi, jikal da lla lm 

mela lksalna lkaln kewa ljibaln bukaln terpengalruh ka lrenal kealdalaln, ma lka l 

debitur dia lnggalp telalh mela lkuka ln ingkalr jalnji. Perkaltalaln walnpresta lsi 

beralsall da lri balhalsal Bela lndal, ya litu bera lrti presta lsi buruk (Ba lndingka ln: 

walnbeheer ya lng beralrti pengurusa ln buruk, walnddald perbualta ln buruk). 

Pela lnggalraln halk-halk kontra lktuall menimbulka ln kewa ljibaln galnti rugi 

berdalsalrkaln walnprestalsi sebalga lima lnal dia ltur dalla lm Pa lsall 1236 BW 

(untuk presta lsi memberika ln sesualtu) daln Palsall 1239 BW (untuk 

presta lsi berbualt sesualtu). Kemudia ln berkenalaln denga ln walnpresta lsi 

dalla lm Pa lsall 1243 BW menya ltalka ln balhwal pengga lntialn bia lya l, rugi, da ln 

bungal kalrena l talk dipenuhinya l sualtu perikaltaln, balrulalh mula li 

diwaljibkaln alpalbila l si beruta lng setela lh dinya ltalka ln lalla li memenuhi 

perika lta lnnya l, teta lp mela lla lika lnnya l, altalu jikal sesualtu ya lng halrus 

diberika ln alta lu dibualtnya l, halnya l dalpalt diberika ln alta lu dibualt da lla lm 

tengga lng walktu ya lng tela lh dila lmpa luinya l.
25

 

Menurut Setia lwaln, dallalm pra lktik sering dijumpa li ingka lr jalnji 

dalla lm hukum perda ltal, a ldal tiga l bentuk ingkalr jalnji:  

a. Tida lk memenuhi prestalsi salma l seka lli;  

b. Terla lmba lt memenuhi presta lsi;  

c. Memenuhi presta lsi seca lral tida lk ba lik.  

Sehubungaln denga ln perbeda laln ingka lr jalnji seperti tersebut di alta ls, 

timbul sua ltu persoallaln balga lima lnal jikal debitur ya lng tida lk memenuhi 

                                                           
25 Yalhmaln, Kalralkteristik Walnprestalsi Daln Tindalk Pidalnal Penipualn: Yalng Lalhir Dalri 

Hubungaln Kontralktuall (Jalkalrta l: Prenaldalmedial Group, 2014), hlm. 81. 
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presta lsi tepalt pa ldal walktunya l halrus dialngga lp terla lmba lt altalu tida lk 

menenuhi presta lsi salma l sekalli? A Lpalbila l debitur tida lk ma lmpu 

memenuhi presta lsi, ma lka l debitur da lpalt dika ltalka ln tida lk memenuhi 

presta lsi salma l sekalli. A Ldalpun debitur ma lsih dalpalt diha lralpkaln 

memenuhi presta lsinya l, ma lka l ma lsih digolongka ln ke da llalm terla lmba lt 

memenuhi presta lsi. Jikal tida lk memenuhi presaltsi seca lral balik, ma lka l 

debitur dia lnggalp terlalmba lt memenuhi prestalsi seca lral tidalk balik.
26

 

Menurut M. Yalhya l Halralhalp secalral umum wa lnpresta lsi ya litu, 

“pelalksalna laln kewa ljibaln ya lng tida lk tepa lt pa ldal walktunya l a lta lu 

dila lkukaln tidalk menurut sela lya lknya l”. Kalla lu begitu seora lng debitur 

disebutka ln daln bera ldal da llalm kea ldalaln walnpresta lsi, alpalbila l dia l dalla lm 

mela lkuka ln pelalksalnala ln prestalsi dalla lm perjalnjialn tela lh lalla li, sehingga l 

“terlalmba lt” da lri jaldwall walktu ya lng ditentuka ln altalu dalla lm 

mela lksalna lkaln sualtu presta lsi tida lk menurut “sepa ltutnya l alta lu 

sela lya lknya l”. Dallalm membica lralka ln “walnpresta lsi” kita l tidalk bisa l 

terlepa ls dalri ma lsallalh “pernya ltala ln la llali” (ingebrekke stelling) da ln 

“kelalla lia ln” (verzuim). ALkiba lt ya lng timbul da lri walnprestalsi ia lla lh 

keha lrusaln balgi debitur memba lya lr galnti a lta lu dengaln aldalnya l 

walnpresta lsi salla lh saltu piha lk, ma lkal piha lk ya lng la linnya l dalpa lt menuntut 

“pemba lta lla ln kontralk/perjalnjialn”.
27

 

2. Bentuk-Bentuk Dalla lm Wa lnpresta lsi 

a. Memenuhi presta lsi teta lpi tida lk dalpalt palda l walktunya l, denga ln 

perkaltala ln lalin terla lmba lt mela lkukaln presta lsi, alrtinya l meskipun 

presta lsi itu tida lk dila lksalnalka ln alta lu diberika ln, alka ln teta lpi tida lk 

sesuali denga ln perikalta ln. Prestalsi ya lng demikia ln itu disebut jugal 

kela lla lialn.  

                                                           
26 Yalhmaln, Kalralkteristik Walnprestalsi, hlm. 82. 
27 Yalhmaln, Kalralkteristik Walnprestalsi, hlm. 83. 
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b. Tida lk memenuhi presta lsi, alrtinya l presta lsi itu tida lk halnya l 

terla lmba lt, teta lpi jugal tida lk bisal lalgi dijalla lnkaln. Hall sema lcalm ini 

diseba lbkaln kalrenal: 

1) Pemenuha ln kemudialn tida lk mungkin lalgi ka lrenal ba lralngnya l 

tela lh musna lh;  

2) Prestalsi kemudia ln sudalh tida lk bergunal la lgi, kalrena l salalt 

penyera lhaln mempunya li a lrti ya lng salngalt penting. Misa llnyal, 

pesalna ln galun penga lntin untuk dipa lkali palda l walktu perka lwinaln, 

alpa lbila l tida lk diseralhka ln palda l walktu sebelum perka lwinaln, 

ma lkal penyera lhaln kemudia ln tida lk mempunya li a lrti la lgi. 

c. Memenuhi presta lsi tida lk sempurna l, alrtinya l presta lsi diberika ln 

teta lpi tida lk sebalgalima lnal mestinya l. Misallnya l prestalsi mengena li 

penyera lhaln sa ltu truk ka lcalng kedela li berkuallita ls nomor 1, ya lng 

disera lhkaln aldalla lh kalca lng kedela li ya lng berkuallita ls nomor 2.  

Perlu dijela lskaln disini tenta lng “tidalk dalpalt/tida lk sempurna l 

memenuhi sualtu perika lta ln tidalk sela lma lnya l merupa lkaln sualtu 

walnpresta lsi, kecua lli memenuhi dua l unsur ya litu a ldalnya l, peringa lta ln 

alta lu alalnmalning/soma lsi daln, unsur jikal prestalsi tidalk da lpalt 

dila lksalnalkaln kalrena l alda lnya l overmalcht.
28

 

3. A Lkiba ltnya l ALdalnya l Wa lnpresta lsi 

A Lpalbila l seoralng debitur walnpresta lsi, ma lkal a lkibaltnya l a ldalla lh: 

a. Kreditur teta lp berha lk altals pemenuha ln perika ltaln, jika l hall itu ma lsih 

dimungkinka ln;  

b. Kreditur jugal mempunya li ha lk altals galnti kerugia ln balik bersa lma laln 

denga ln pemenuha ln presta lsi ma lupun sebalga li galntinya l pemenuhaln 

presta lsi;  

c. Sesudalh a ldalnya l walnpresta lsi, ma lkal overma lcht tida lk mempunya li 

kekua ltaln untuk membeba lskaln debitur;  

                                                           
28 I Ketut Okal Setialwaln, Hukum Perdaltal Mengenali Perikaltaln (Jalkalrta l: FH Utalmal, 2014), 

hlm. 20. 
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d. Paldal perikalta ln ya lng lalhir dalri kontralk timba ll ballik, ma lkal 

walnpresta lsi dalri pihalk perta lma l memberi halk kepaldal pihalk lalin 

untuk minta l pemba ltalla ln kontra lk oleh ha lkim, sehingga l penggugalt 

dibeba lskaln dalri kewaljibalnnya l. Dalla lm gugalta ln pemba lta lla ln kontra lk 

ini da lpalt jugal dimintalka ln galnti kerugia ln. 

4. Galnti Rugi Da lla lm Walnpresta lsi  

Galnti rugi merupalka ln kewaljibaln piha lk ya lng mela lkuka ln 

walnpresta lsi untuk memberika ln penggalntia ln alta ls kerugia ln ya lng tela lh 

ditimbulka lnnya l. Galnti rugi seca lra l implisit dia ltur da lla lm Pa lsall 1239 

KUH Perdaltal “Tialp-tia lp perikaltaln untuk berbualt sesualtu altalu untuk 

tida lk berbualt sesualtu, a lpalbila l si berutalng tidalk memenuhi 

kewaljibalnnya l, mendalpa ltkaln penyelesa lia lnnya l da lla lm kewaljibalnnya l 

memberika ln penggalntia ln bia lya l, rugi da ln bungal”. 

Komponen-komponen galnti rugi: 

a. Bia lya l, meliputi segalla l bia lya l (cost) ya lng tela lh dikelua lrkaln oleh 

piha lk ya lng dirugikaln sehubungaln denga ln kontralk, misallnya l 

alkomoda lsi, bia lya l nota lris.  

b. Rugi. Pengertia ln rugi di sini a ldalla lh dalla lm a lrti sempit ya litu 

berkuralngnya l nila li keka lya laln dalri piha lk ya lng dirugika ln kalrena l 

alda lnya l walnpresta lsi dalri piha lk la linnya l.  

c. Bungal, a ldalla lh dima lksudkaln sebalgali kekuralnga ln ya lng sehalrusnya l 

diperoleh teta lpi tida lk jaldi diperoleh oleh piha lk kreditur ka lrenal 

alda lnya l walnpresta lsi debitur.
29

 

Dalla lm pra lktek, dikenall lima l (5) ma lcalm bentuk ga lnti rugi:  

a. Galnti Rugi (sa ljal); 

b. Pela lksalnala ln Kontralk Talnpal Galnti Rugi;  

c. Pela lksalnala ln Kontralk denga ln Galnti Rugi;  

d. Pemba ltallaln Kontra lk Talnpa l Galnti Rugi;  

e. Pemba ltallaln Kontra lk denga ln Galnti Rugi.  

                                                           
29 Nalndal ALmallial, Hukum Perikaltaln (ALceh: Unimall Press, 2012), hlm. 10. 
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A Ldal ena lm (6) ma lca lm bentuk ga lnti rugi ya lng dikena ll da llalm Ilmu 

Hukum: 

a. Galnti rugi da llalm kontra lk, dinya lta lkaln secalra l tegals di dalla lm 

kontra lk. Halnya l dalpalt diminta lkaln seperti ya lng tertulis dalla lm 

kontra lk tersebut; tida lk boleh melebihi a lta lupun kuralng. 

b. Galnti rugi ekspekta lsi. Bentuk penghitungalnnya l aldallalh dengaln 

ekspekta lsi a ltalu perkirala ln. dila lkukaln dengaln menghitung ga lnti rugi 

denga ln memba lya lngkaln seola lh-ola lh kontra lk jaldi dila lksalnalka ln. 

“Kemungkina ln” kehila lnga ln keuntungaln ya lng diha lralpkaln 

merupa lkaln inti da lri model ga lnti rugi bentuk ekspekta lsi.  

c. Penggalntia ln bialya l. Galnti rugi bentuk ini merupa lkaln pengga lntia ln 

bia lya l a ltalu ya lng dikena ll denga ln istila lh out of pocket; Relialnce 

Dalmalges. Galnti rugi ini merupa lkaln bentuk ga lnti rugi dengaln 

memperhitungka ln sejumla lh bialya l-bia lya l ya lng tela lh dikelualrka ln 

oleh piha lk ya lng dirugkaln da lla lm hubungaln kontra lk tersebut. Palda l 

model ini, pa lral piha lk ditempa ltkaln da llalm posisi “sta ltus quo alnte” 

ya litu seola lh-ola lh kontra lk belum terjaldi. Bia lya l-bialya l ya lng 

diperhitungka ln bialsalnya l aldalla lh ditunjukkaln dengaln kuitalnsi-

kuita lnsi, oleh ka lrena lnya l jugal dikena ll dengaln ga lnti rugi kuita lnsi.
30

 

d. Restitusi. Restitusi a ldalla lh sualtu nila li ta lmba lh/ma lnfala lt ya lng tela lh 

diterima l oleh piha lk ya lng mela lkukaln walnpresta lsi, dima lna l nila li 

ta lmba lh tersebut terjaldi alkiba lt pela lksalnala ln prestalsi dalri piha lk 

la linnya l. Nilali ta lmba lh tersebut ha lrus dikemba llika ln kepa ldal piha lk 

ya lng dirugika ln kalrenalnya l. Jikal tida lk dikemba llika ln ma lkal piha lk 

tersebut dia lnggalp “memperka lya l diri ta lnpa l halk (unjust 

enrichment)” da ln terhalda lp hall ini tida lk dalpa lt dibena lrkaln.  

e. Qualntum Meruit. Bentuk ga lnti rugi ini mirip denga ln ga lnti rugi 

restitusi. Beda lnya l, ma lnfalalt ba lralng tersebut suda lh tida lk dalpa lt 

                                                           
30 Nalndal ALmallial, Hukum Perikaltaln, hlm. 11. 
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dikemba llika ln la lgi. Misallnya l dika lrena lkaln ba lralng tela lh halbis palka li, 

balra lng musna lh, berubalh wujud daln a lta lu sudalh dia llihka ln, sehingga l 

galnti rugi ya lng diberika ln untuk pengemba llia lnnya l aldalla lh nila li 

waljalr (realsona lble vallue) da lri ha lsil pela lksalnalaln kontralk tersebut. 

Contoh, da llalm kontralk kerjal, jikal pekerjal sudalh mela lksalnalka ln 

pekerjala lnnya l seba lnya lk 2/3 da lri seha lrusnya l da ln kontra lk diputus 

oleh pemberi kerjal, ma lkal piha lk pekerja l berhalk untuk dinila li secalra l 

waljalr daln dibalya lrkaln halsil kerjal nya l ya lng tela lh dilalksalnalka ln 

tersebut.  

f. Galnti rugi denga ln pela lksalnalaln kontra lk. Galnti rugi ini disebut juga l 

denga ln specific performalnce/equita lble performalnce/equitalble 

relieve. Jika l terjaldi walnpresta lsi dallalm kontra lk, ma lkal piha lk ya lng 

dirugika ln dalpalt menuntut pemenuha ln nya l dengaln mela lksalnalka ln 

kontra lk secalra l utuh talnpa l bentuk ga lnti rugi la linnya l.
31

 

B. A Lkald Ijalralh Multijalsal 

1. Pengertia ln A Lkald Ijalralh Multijalsal 

Pembia lya laln multija lsal ya litu pembia lya laln ya lng diberika ln oleh 

Lemba lga l Keualngaln Sya lrialh (LKS) kepa ldal nalsalbalh da lla lm 

memperoleh ma lnfalalt da ln jalsal.
32

 Ijalralh multijalsal merupalka ln 

pengemba lnga ln dalri alka ld ija lralh. 

Ijalralh menurut etimologi bera lrti upa lh, sewal, jalsal da ln imba llaln.
33

 

Seca lral balhalsal beralsall dalri ka ltal all- aljru ya lng beralrti a ll „iwaldhu (galnti), 

oleh ka lrena l itu, a ll- tsalwalb (pa lhalla l) dina lma li all-aljru (upa lh). Dalla lm a lrti 

lua ls, ijalralh berma lknal sua ltu a lkald ya lng berisi penuka lraln ma lnfala lt 

sesualtu denga ln jallaln memberika ln imba lla ln dalla lm jumla lh tertentu.
34

 

                                                           
31 Nalndal ALmallial, Hukum Perikaltaln, hlm. 12. 
32 ALhmald Ifhalm Sholihin, Pedomaln Lembalgal Keua lngaln Syalrialh (Jalkalrta l: PT Gralmedia l 

Pustalkal Utalmal, 2010), hlm. 210. 
33 ALH ALzhalruddin Lalthif, Fiqh Mualmallalh (Jalkalrta l: UIN Jalkalrtal Press, 2005), hlm. 120. 
34 Hendi Suhendi,Fiqh Mua lmallalh, Edisi 1 Cetalkaln 5 (Jalkalrtal: Raljalwalli Pers, 2010), hlm. 

114. 
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Seca lral istila lh, pengertia ln ija lralh ia llalh alkald a lta ls beberalpal ma lnfala lt 

alta ls penggalntia ln.
35

 Ijalralh dalpa lt jugal didefinisika ln sebalgali a lkald 

peminda lha ln halk gunal a lta lu ma lnfala lt a lta ls balra lng altalu jalsal melallui upa lh 

sewal talnpa l diikuti peminda lhaln halk kepemilika ln alta ls balra lng itu 

sendiri.
36

 A Ldal bebera lpal pengertia ln ija lralh menurut bebera lpal pa lka lr 

dia lntalralnya l: 

a. Ijalralh alda llalh alkald peminda lha ln halk gunal (ma lnfa lalt) alta ls sualtu alset 

dalla lm wa lktu tertentu denga ln pemba lya lraln sewa l (ujralh) talnpa l 

diikuti denga ln pemindalha ln kepemilika ln alset itu sendiri.
37

 

b. Pembia lya laln ija lralh dalpa lt didefinisika ln sebalga li tralnsalksi terhalda lp 

pengguna laln ma lnfalalt sualtu balralng daln jalsal dengaln pemberia ln 

imba lla ln.
38

 

Berda lsalrkaln pengertia ln ija lralh menurut pa lral a lhli di a lta ls, dalpa lt 

disimpulka ln ba lhwal ija lralh a ldalla lh a lkald ya lng diguna lka ln da llalm 

peminda lha ln halk gunal (ma lnfalalt) da lri balralng alta lu jalsal denga ln 

pemberia ln imba lla ln. A Lpalbilal objek pema lnfalaltalnnya l berupal balralng 

ma lkal imba lla lnnya l disebut denga ln sewal, sedalngka ln bila l objeknya l 

berupal tena lgal kerjal ma lkal imba lla lnnya l disebut upa lh. 

Terkalit denga ln sya lralt-sya lralt ija lralh M. A Lli Halsaln menjela lskaln, 

salngalt galmbla lng, dia lnta lralnya l ialla lh:  

a. Sya lralt balgi kedua l oralng ya lng beralka ld ia llalh tela lh balligh daln 

beralkall (Malzhalb Syalfi‟i da ln Halmba lli). Dengaln demikia ln bilalma lnal 

oralng itu belum a ltalu tida lk bera lkall seperti a lnalk kecil a ltalu oralng 

gila l menyewa l halrta lnya l, a ltalu diri mereka l sebalga li buruh (tena lgal da ln 

ilmu boleh disewa l), ma lka l ija lralh nya l tidalk sa lh. Berbeda l denga ln 

                                                           
35 Qomalrul Hudal, Fiqh Mualmallalh, ceta lkaln 1 (Yogyalkalrtal: Terals, 2011), hlm 77. 
36 Slalmet Wiyono, Calral Mudalh Memalhalmi ALkuntalnsi Perbalnkaln Sya lrialh Berdalsalr 

PSALK daln PALPSI (Jalkalrtal: Gralmedial, 2006), hlm. 44. 
37 Naljmudin. Malnaljemen Keualngaln daln ALktuallisalsi Syalr‟iyyalh Modern (Yogya lkalrtal: 

ALndi Offset, 2011), hlm. 235. 
38 Yusalk Lalksma lnal, Talnya l Jalwalb Calral Mudalh Mendalpaltkaln Pembia lyalaln di Balnk 

Syalrialh (Jalkalrtal: Elex Medial Komputindo,2009), hlm. 52. 
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Malzha lb Halna lfi da ln Malliki ba lhwal ora lng ya lng mela lkukaln alka ld 

tida lk halrus menca lpa li usia l balligh, teta lpi alna lk ya lng tela lh mumalyiz 

pun boleh mela lkuka ln alkald ija lralh denga ln ketentua ln disetujui oleh 

wallinya l. 

b. Kedual bela lh piha lk yalng mela lkukaln a lkald menya lta lkaln kerela lalnnya l 

untuk mela lkukaln a lkald ija lralh itu, bila lma lnal sa llalh seoralng kedualnya l 

terpa lksal mela lkuka ln alka ld ma lkal alka ldnya l tida lk salh.  

c. Malnfalalt ya lng menjaldi objek ija lralh halrus diketa lhui seca lral jelals, 

sehingga l tida lk terja ldi perselisiha ln dibela lkalng ha lri jika l ma lnfalaltnya l 

tida lk jelals. Malka l, alkald itu tida lk salh.  

d. Objek ijalralh itu dalpa lt disera lhkaln daln diperguna lkaln seca lra l 

la lngsung daln tidalk aldal calca ltnya l. Oleh sebalb itu, ula lma l fiqih 

sepalka lt menga lta lkaln balhwal tidalk boleh menyewa l sesualtu ya lng 

tida lk dalpalt diseralhkaln, dima lnfalaltka ln la lngsung oleh penyewal. 

Umpa lma lnya l ruma lh halrus sia lp palkali alta lu tentu sa ljal salnga lt 

bergalntung kepa lda l penyewa l alpalka lh dial ma lu mela lnjutkaln alkald itu 

alta lu tida lk, sekira lnya l ruma lh itu altalu toko itu disewa l oleh ora lng la lin 

ma lkal setela lh itu halbis sewalnya l balru dalpalt disewa lkaln oleh oralng 

la lin. 

e. Objek ijalralh itu sesualtu ya lng diha llallkaln oleh sya lral. Oleh sebalb itu 

ula lma l fikih sependa lpalt ba lhwal tida lk boleh mengga lji tukalng sihir, 

tida lk boleh menyewal ora lng untuk membunuh (pembunuh 

balya lraln), tida lk boleh menyewa lkaln rumalh untuk tempa lt berjudi 

alta lu tempa lt prostitusi (pela lcura ln). Demikia ln jugal tida lk boleh 

menyewa lkaln ruma lh kepaldal non-muslim untuk tempa lt mereka l 

beriba ldalt.
39

 

 

                                                           
39 ALkhmald Falrroh Halsaln, Fiqh Mualmmallalh Dalri Klalsik Hinggal Kontemporer (Teori daln 

Pralktik) (Ma llalng: UIN-Malliki Press, 2018), hlm. 52. 
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Berda lsalrkaln penda lpalt Jumhur ula lma l, Rukun ijalra lh alda l empalt (4) 

dia lntalralnya l ia lla lh:  

a. Oralng ya lng bera lkald (ALqid)  

“Oralng ya lng mela lkukaln a lkald ija lralh aldal dua l oralng ya litu 

Mu‟jir ia lla lh: ora lng ya lng memberikaln upa lh alta lu ya lng 

menyewa lkaln, daln Mustal‟jir ia lla lh: oralng ya lng menerima l upalh 

untuk mela lkukaln sesualtu da ln ya lng menyewal sesualtu.”  

Balgi Mu‟jir da ln Mustal‟jir, perta lmal: halrus mengeta lhui 

ma lnfalalt balralng ya lng di jaldikaln a lkald sehinggal da lpalt mencega lh 

terjaldinya l perselisihaln, kedua l: bera lkall malksudnya l ia llalh: ora lng 

ya lng da lpalt membeda lkaln ba lik daln buruk. 

b. Sighalt A Lka ld  

Mu‟jir da ln Mustal‟jir mela lkukaln ijalb daln qa lbul ia llalh: 

Ungkalpaln, pernya lta laln da ln penjelalsaln yalng kelua lr da lri salla lh 

seoralng ya lng beralkald sebalga li galmba lraln kehendalknya l dalla lm 

menga ldalka ln alka ld ijalralh.  

Dalla lm Hukum Perika ltaln Islalm, ija lb dia lrtika ln dengaln 

“sualtu pernya lta laln jalnji alta lu pena lwalraln dalri piha lk perta lma l 

untuk mela lkukaln a ltalu tida lk mela lkuka ln sesualtu.” Seda lngkaln 

qobul ia lla lh “sualtu pernya ltala ln ya lng diucalpka ln dalri piha lk ya lng 

beralkald pulal (mustal‟jir) untuk penerima laln kehendalk dalri pihalk 

perta lma l ya litu setela lh alda lnya l ijalb”.  

Sya lralt-sya lraltnya l salma l dengaln sya lra lt ija lb-qalbul pa ldal juall 

beli, ha lnya l saljal ijalb daln qa lbul da llalm ija lralh halrus menyebutkaln 

ma lsal alta lu walktu ya lng ditentuka ln. 

c. Upalh (Ujra lh)  

Ujralh ya litu diberikaln kepa ldal mustal‟jir a ltals jalsal ya lng tela lh 

diberika ln a lta lu dia lmbil ma lnfalaltnya l oleh mu‟jir. Dengaln sya lralt, 

sebalga li berikut:  

1) Jumla lhnya l diketa lhui secalral jelals daln detalil.  
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2) Pegalwali khusus seperti ha lkim tida lk boleh menga lmbil ua lng 

dalri pekerjala lnnya l, kalrena l dia l suda lh menda lpaltka ln ga lji 

khusus dalri pemerintalh.  

3) Ualng ya lng ha lrus diseralhkaln bersa lma laln denga ln penerima laln 

balra lng ya lng disewa l. Jika l lengka lp ma lnfala lt ya lng disewal, 

ma lkal ualng sewalnya l halrus lengka lp.
40

 

Ulalma l sepa lkalt ba lhwal ujra lh halrus berupal ha lrta l ya lng bernilali 

(mutalqalwwalm) daln diketa lhui (mal‟lum) oleh piha lk-pihalk. Dalri 

segi konsep alka ld, sya lra lt ini berka lita ln denga ln sya lralt juall beli, 

ya litu mutsmaln (balralng ya lng diperjuallbelika ln) daln tsalmaln 

(halrgal) halrus terhindalr da lri gha lralr, ya litu kedua lnya l ha lrus 

diketa lhui oleh penjuall da ln pembeli. Ka lrena l ujralh dalla lm a lkald 

ija lralh berkedudukaln sebalgali ha lrgal (tsalmaln) daln ma lnfala ltnya l 

berkeduduka ln sebalgali mutsmaln ma lkal malnfa lalt da ln ujra lh halrus 

terhinda lr da lri ghalralr pula l, kedualnya l halrus diketa lhui oleh 

mu‟jir daln mustal‟jir a ltalu aljir pa ldal sala lt alka ld ijalralh 

dila lkukaln.
41

 

d. Malnfalalt 

Salla lh saltu ca lral untuk mengeta lhui mal‟qud alla lih (balralng) ia llalh 

denga ln menjela lskaln ma lnfa laltnya l, balta lsaln walktu, daln jenis 

pekerjala ln. Segalla l sesualtu ya lng berka lita ln denga ln halrtal benda l 

boleh dia lkaldkaln ijalralh, alsallkaln memenuhi persya lraltaln 

diba lwalh ini:  

1) Halrta l bendal da llalm ija lralh dalpa lt dima lnfalaltkaln seca lral 

la lngsung daln ha lralta l benda lnya l tida lk ca lca lt ya lng berda lmpa lk 

terha ldalp pengha lla lngaln fungsinya l. Tidalk bolehka ln alkald 

                                                           
40 ALkhmald Falrroh Halsaln, Fiqh Mualmmallalh Dalri Klalsik Hinggal Kontemporer (Teori daln 

Pralktik) (Ma llalng: UIN-Malliki Press, 2018), hlm. 53-54. 
41 Jalih Mubalrok da ln Halsalnudin, Fikih Mu‟almallalh Malliyyalh ALkald Ijalra lh daln Ju‟allalh 

(Ba lndung: Simbiosa l Rekaltalmal Medial, 2017), hlm. 22. 
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ija lralh alta ls halrta l bendal ya lng ma lsih dalla lm pengua lsalaln piha lk 

la lin, bukaln pihalk kedualnya l.  

2) Pemilik menjela lskaln secalral tralnspalraln tenta lng kuallita ls, 

kualntita ls ma lnfalalt balra lng, talnpa l aldal ya lng disembunyika ln 

tenta lng kea ldala ln balra lng tersebut. 

3) Halrta l bendal ya lng menjaldi objek ijalralh halruslalh halrta l 

benda l ya lng bersifa lt isti‟malli, ya lkni ha lrtal benda l ya lng da lpa lt 

dima lnfala ltka ln berulalngkalli ta lnpa l menga lkiba ltkaln kerusalka ln 

za lt da ln pengurusaln sifaltnya l. Seda lngkaln ha lrtal benda l ya lng 

bersifalt istihla lki ialla lh ha lrtal bendal ya lng rusa lk alta lu 

berkuralng sifaltnya l kalrnal pema lka lialn. Seperti ma lkalnaln, 

buku tulis, tida lk salh ijalralh dia lta lsnya l.  

4) Malnfalalt da lri objek ija lralh tida lk bertenta lnga ln dengaln 

hukum Isla lm, seperti menyewa lkaln-menyewa lka ln tempa lt 

untuk mela lkukaln ma lksialt. 

5) Objek ya lng disewalka ln ma lnfa lalt la lngsung dalri sebualh 

benda l, seperti sewal walrung untuk usalhal, sepeda l untuk 

dikenda lrali, da ln la lin-la lin. Tida lk dibena lrkaln sewa l-menyewa l 

ma lnfalalt sualtu benda l ya lng sifaltnya l tida lk la lngsung, seperti 

sewal pohon duren untuk dia lmbil bualhnya l, alta lu sewal-

menyewa l ternalk untuk dia lmbil susunya l, telurnya l, 

keturuna lnnya l, a ltalupun bulunya l.
42

 

Ijalralh multija lsal alda llalh alka ld pembia lya laln dima lnal balnk 

memberika ln pembia lya la ln kepaldal nalsalbalh untuk memperoleh ma lnfa lalt 

alta ls sualtu jalsal. Dalla lm pembia lya laln tersebut ba lnk mendalpa ltkaln 

imba lla ln jalsal/upa lh/fee. Pembia lya la ln multijalsal ya litu pembia lyala ln ya lng 

                                                           
42 ALkhmald Falrroh Halsaln, Fiqh Mualmmallalh Dalri Klalsik Hinggal Kontemporer (Teori daln 

Pralktik) (Ma llalng: UIN-Malliki Press, 2018), hlm. 55. 
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diberika ln oleh lembalga l keua lngaln sya lria lh (LKS) kepa ldal na lsalbalh 

dalla lm memperoleh ma lnfalalt daln jalsal.
43

 

2. Dalsalr Hukum A Lkald Ijalralh Multija lsal 

Dalsalr hukum a lkald ijalralh: 

QS. ALl-Qalshalsh (28), 26: 

ٍْيَ ق ال تَْا حْدَ  َالْْ ه  َالْق ى يُّ سْت  َاسْت أجْ  ي  َه  ٍْس  َخ  ۖا ىَّ سْهَ  ا ب ت َاسْت أجْ 
ٰٓ  ٌ اَ ىه و   

A Lrtinya l: Sallalh seoralng da lri kedua l (perepualn) itu berka ltal, “Walha li 

alya lhku, pekerjalkalnlalh dia l. Sesungguhnya l sebalik-balik oralng ya lng 

engka lu pekerjalkaln a ldalla lh oralng ya lng kualt la lgi dalpa lt diperca lya l.”
44

 

Dalsalr hukum pembialya laln multijalsal: 

QS. ALl-Balqalralh (233): 

دْتُّنَْا ىَْ ا ىَْا ز  اَوۗ  ٍْه و  ل  َع  ن اح  َج  زٍَف لَ  او  ت ش  اَو  نْه و  اضٍَهِّ يَْت س  َع  الْا اَف ص  اد  ف ا ىَْا ز 

ىَْٰٓ ع  َ ت سْت سْض 
اتَّق ىاَاٰللّ  َو  وْف ۗ عْس  ٍْت نَْب الْو  ت 

ا  آَٰ لَّوْت نَْهَّ اَس  نَْا ذ  ٍْن  ل  َع  ن اح  َج  نَْف لَ  م  د  اَا وْلْ 

ٍْسَ  َب ص  ل ىْى  اَت عْو  ب و   َ
َاٰللّ  اَا ىَّ ىْٰٓ اعْل و   و 

A Lrtinya l:”…Da ln jikal ka lmu ingin a lnalkmu disusukaln oleh oralng la lin, 

Malkal tidalk aldal dosal balgimu a lpalbila l kalmu memberika ln pemba lya lraln 

menurut ya lng paltut. Berta lkwalla lh kalmu kepa ldal A Llla lh daln keta lhuila lh 

balhwal ALllalh Malhal meliha lt alpa l ya lng ka lmu kerjalka ln.” 

Haldis riwalya lt A Lddul A Lr-Ralzza lq daln A Lbu Huraliralh daln A Lbu Salid 

A Ll-Khudry, Na lbi SA LW bersa lbdal: “Ba lralng sia lpal ya lng memperkerjalkaln 

pekerjal, berita lhukalnlalh upa lhnya l.” 

3. Peneralpaln A Lka ld Ija lralh Multijalsal Di Lembalga l Keualngaln Sya lria lh 

Dalla lm pela lksalnalaln di perbalnkaln sya lria lh, kegialtaln penya llura ln 

dalna l dalla lm bentuk pembia lya laln berda lsalrka ln ijalralh untuk tra lnsalksi 

multija lsal berla lku persya lraltaln pa lling kura lng sebalga li berikut:
45

 

                                                           
43 ALhmald Ifhalm Sholihin, Pedomaln Lembalgal Keua lngaln Syalrialh (Jalkalrta l: PT Gralmedia l 

Pustalkal Utalmal, 2010), hlm. 210. 
44 https://quraln.kemenalg.go.id/quraln/per-alyalt/suralh/28?from=1&to=88 dialkses paldal 30 

Jalnualri 2024 pukul 08.28 
45 Falthurralhmmaln Djalmil, Peneralpaln Hukum Perjalnjialn dallalm Tralnsalksi di Lembalgal 

Keualngaln Syalrialh (Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, 2013), hlm. 157. 
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a. Balnk mengguna lkaln alka ld ija lralh untuk tralnsalksi multija lsal, alnta lral 

la lin dalla lm bentuk pela lya laln pendidika ln, kesehalta ln, 

ketena lga lkerjalaln, kepalriwisa ltalaln. 

b. Dalla lm pembia lya laln kepa ldal na lsalbalh ya lng mengguna lkaln alkald 

ija lralh untuk tra lnsalksi multijalsal, balnk memperoleh ja lsal (ujralh) 

alta lu fee. 

c. Besalr ujralh alta lu fee disepa lkalti dia lwall oleh palra l pihalk. 

Menurut DSN-MUI berdalsalrkaln kaljialn fikih mua lma llalh 

memutuska ln tenta lng pembia lya laln multijalsal, dima lnal pembia lya laln 

multija lsal hukumnya l jaliz (boleh) denga ln mengguna lkaln alkald ija lralh 

alta lu alka ld kalfa llalh. Dalla lm pembia lya laln multija lsal Lemba lga l Keualnga ln 

Sya lria lh dalpa lt memperoleh imba lla ln jalsal (ujra lh), besalr ujralh halrus 

disepa lkalti di a lwall daln dinya ltalkaln dalla lm bentuk nomina ll bukaln dalla lm 

bentuk persenta lse. 

Dalla lm tra lnsalksi multija lsal, balnk mela lkukaln alkald ijalralh dengaln 

piha lk pema lsok daln mela lkukaln a lkald ija lralh lebih la lnjut denga ln 

nalsalbalh. Pembia lya laln da lla lm Lemba lgal Keua lngaln Sya lrialh (LKS) 

merupa lkaln sallalh saltu pembia lya laln ya lng salngalt penting, ha ll ini terka lit 

denga ln fungsi ekonomi sya lria lh alda llalh menggera lkkaln sektor riil ya lng 

alda l di ma lsya lralkalt. Dengaln pembia lya laln multija lsal, memuda lhkaln LKS 

untuk memberika ln berbalgali ma lcalm pembia lya laln kepaldal pela lku usalhal, 

khususnya l aldalla lh pela lku Usalha l Mikro Kecil da ln Menenga lh (UMKM) 

ya lng sela lma l ini bergeralk dalla lm bida lng multija lsal.
46

 

Berba lgali produk multijalsal paldal perba lnkaln sya lria lh, alnta lral la lin:
47

 

a. Pembia lya laln pendidikaln sesuali sya lria lh alda llalh multijalsal denga ln 

falsilita ls pembia lya laln mengguna lkaln konsep ija lralh, dengaln 

                                                           
46 Djoko Mulyono, Perbalnkaln daln Lembalgal Keualngaln Balnk Syalrialh (Yogyalkalrtal: ALndi, 

2015), hlm. 280. 
47 Djoko Mulyono, Perbalnkaln daln Lembalgal Keualngaln Balnk Syalrialh, hlm. 284. 
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alngsuraln sewal sesuali kema lmpua ln nalsalbalh ya lng tela lh disepalka lti 

sejalk alwall salmpa li a lkhir ma lsal pembia lya laln, sehingga l memberika ln 

ketena lnga ln daln kepalstia ln jumla lh pembalya lraln (alngsuraln) sewal 

balgi na lsalba lh. 

b. Pembia lya laln halji daln umra lh aldalla lh multija lsal untuk membialya li 

kebutuha ln nalsalba lh dalla lm ra lngkal memperoleh ma lnfa lalt a lta ls sualtu 

jalsal. Pembia lya laln multija lsal digunalkaln untuk tujualn bialya l 

perjalla lnaln iba ldalh halji, bia lya l perjalla lnaln umra lh, bialya l kesehalta ln, 

bia lya l pendidika ln, daln bia lya l jalsal-jalsal la linnya l. 

C. Faltwal DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 

1. Pengertia ln Faltwa l 

Faltwal menurut ba lhalsal beralrti jalwalbaln da lri sua ltu kejaldia ln 

(peristiwa l), ya lng merupalkaln bentuka ln sebalga lima lnal dika lta lkaln oleh 

Za lma lkhsya lri dalri kalta l all-faltā (pemuda l) da llalm usia lnya l, da ln seba lgali 

kalta l kia lsaln (meta lforal) a ltalu (isti‟alralh) menurut A Lmir Sya lrifuddun, ilfta l 

beralsall dalri ka lta l a lftal, ya lng alrtinya l memberika ln penjela lsaln. Menurut 

kalmus Lisaln all-ALralb, faltwa l beralrti menjela lskaln.
48

 

Pengertia ln fa ltwal menurut sya lral‟ ia lla lh menera lngkaln hukum sya lral 

dalla lm sualtu persoalla ln menjaldi sebua lh jalwalbaln dalri sualtu perta lnya laln, 

balik si pena lnya l itu jelals identita lsnya l malupun tida lk, sertal berbentuk 

perseoralngaln alta lu kolektif. Seda lngkaln dalla lm ka lmus Ba lha lsal Indonesia l 

menga lrtika ln faltwal sebalgali jalwalbaln (keputusaln, pendalpalt) ya lng 

diberika ln oleh mufti tenta lng sualtu ma lsalla lh. Faltwal jugal berma lkna l 

nalsiha lt oralng allim, pela ljalr balik, petua lh. Sehinggal dalpalt disimpulka ln 

faltwa l a ldalla lh ha lsil ijtiha ld seoralng mufti terhalda lp peristiwa l hukum ya lng 

dia ljukaln kepalda lnya l. Faltwal itu sendiri lebih khusus dalri pa ldal fikih a ltalu 

ijtiha ld secalra l umum. Ka lrena l faltwal ya lng dikelua lrkaln sudalh 

dirumuska ln dalla lm fikih, ha lnya l belum dipalha lmi oleh peminta l faltwa l. 

 

                                                           
48 Malrdalni, Hukum Sistem Ekonomi Islalm (Jalkalrtal: Raljalwalli Pers, 2015), hlm. 259. 
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2. Dasar Hukum Fa ltwa 

Paldal umumnya l faltwal diteta lpka ln berdalsalrkaln ketera lngaln A ll-

Quraln, haldist, ijma l‟, daln qiya ls. Keempa ltnya l merupa lkaln sumber dallil 

hukum sya lria lh ya lng tela lh disepalkalti oleh jumhur ula lma l. Jumhur 

ula lma l menyepa lkalti valliditas keempa lt sumber tersebut seba lgali sumber-

sumber hukum sya lrialh, berda lsalrkaln firmaln A Llla lh di da lla lm A Ll-Quraln 

Suralt A Ln-Nisal‟ alya lt 59 sebalga li berikut: 

عْت َ َف ا ىَْت ن اش  نْْۚ نْن  ا ول ىَالْْ هْس َه  َو  ىْه  س  ىاَالسَّ ٍْع  ا ط  و   َ
ىاَاٰللّ  ٍْع  اَا ط  ن ىْٰٓ ه  َا  ٌْي  ُّه اَالَّر  ٰٓاٌ   ٌَ ًْ نَْف 

َ ٍْس  َخ  ل ل  َذ  س ۗ خ 
َالْْ  الٍْ ىْم   َو 

َب الٰلّ  ن ىْى  نْت نَْت ؤْه  َا ىَْم  ىْه  س  السَّ  َو 
ا ل ىَاٰللّ  وْهَ  دُّ ءٍَف س  ًْ ش 

َوََّ ٌْلَا َت أوْ  ي  ا حْس   

A Lrtinya l: “Hali ora lng-oralng ya lng berima ln, ta laltila lh A Llla lh da ln ta laltila lh 

Ralsul (Nya l), daln ulil a lmri di a lnta lral kalmu. Kemudia ln jikal ka lmu 

berla lina ln pendalpalt tenta lng sesualtu, ma lkal kemba llika lnla lh ial kepa ldal 

A Llla lh (A ll-Quraln) daln Ra lsul (sunnalhnya l), jikal kalmu benalr-bena lr 

berima ln kepa lda l A Lllalh da ln ha lri kemudialn. Yalng demikia ln itu lebih 

uta lma l (balgimu) da ln lebih ba lik a lkiba ltnya l.”
49

 

3. Faltwal Dewaln Sya lrialh Nalsionall 

Dewaln Sya lria lh Nalsiona ll alta lu disebut denga ln DSN ialla lh sualtu 

lemba lga l bentuka ln dalri Ma ljelis Ulalma l Indonesia l (MUI) paldal ta lhun 

1999 ya lng beralnggota lkaln pa lral a lhli hukum Isla lm. Lembalga l ini 

memiliki fungsi mela lkukaln tuga ls-tuga ls MUI dallalm mema ljukaln 

ekonomi uma lt, mena lngalni ma lsalla lh-ma lslalalh ya lng berhubungaln 

denga ln alktivita ls lemba lgal keua lngaln syalria lh. Salla lh saltu tugals pokok 

dalri DSN ia lla lh mengka lji, mengga lli, daln merumuska ln nila li da ln 

prinsip-prinsip hukum Isla lm da llalm bentuk faltwa l untuk dijaldika ln 

pedoma ln dalla lm kegialta ln tralnsalksi di lembalga l keualngaln sya lrialh. Serta l 

untuk memberika ln penga lwalsaln terha ldalp Dewaln Penga lwals Sya lria lh 

(DPS) ya lng a ldal dimalsing-ma lsing lemba lgal keua lngaln sya lrialh, seba lga li 

                                                           
49 https://quraln.kemenalg.go.id/quraln/per-alyalt/suralh/4?from=59&to=176 dialkses paldal 

talnggall 31 Jalnualri 2024 pukul 07.57 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176
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kewalspalda laln MUI terkalit denga ln kemungkina ln timbulnya l faltwal ya lng 

berbeda l dima lsing-malsing DPS. 

Lemba lga l ini memiliki fungsi uta lma l sebalgali pengalwals 

produkproduk lembalga l keua lngaln sya lrialh a lgalr sesuali dega ln sya lria lh 

Islalm. DSN membualt ga lris palndua ln produk sya lrialh untuk keperlua ln 

penga lwalsaln. Galris pa lndualn tersebut dia lmbil da lri sumber-sumber 

hukum Isla lm ya lng dijaldikaln dalsalr penga lwalsaln balgi DPS paldal 

lemba lga l-lemba lgal keualnga ln sya lrialh daln menjaldi da lsalr pengemba lngaln 

produk-produknya l.
50

 

Faltwal dallalm a lgalmal Islalm memiliki keduduka ln ya lng tinggi. 

Kalrena l faltwal dipa lndalng sebalgali salla lh saltu allterna ltif yalng bisal 

memeca lhkaln kebekualn dalla lm perkembalnga ln hukum Islalm da ln 

ekonomi Isla lm. Sertal menjaldi sallalh saltu allterna ltif untuk menjalwalb 

perkemba lnga ln zalma ln ya lng tida lk tercover denga ln nalsh-nalsh 

kea lgalma laln ya lng tela lh berhenti seca lral kualntita lsnya l, alkaln teta lpi seca lral 

diametra ll perma lsalla lhaln da ln kalsus sema lkin berkemba lng pesalt seiring 

denga ln perkemba lngaln za lma ln. Faltwal dijaldika ln rujukaln di dallalm 

bersika lp daln bertingkalh la lku oleh uma lt Islalm. Seba lb, posisi fatwa l balgi 

ma lsya lrakalt umum baga likaln dallil dika llalngaln mujtalhid. ALrtinya l 

keduduka ln faltwa l balgi wa lrgal ma lsya lralkalt ya lng alwalm terha lda lp a ljalraln 

alga lma l Islalm, seperti dallil ba lgi mujta lhid.
51

 

Meskipun aldalnya l UU perbalnkaln Syalria lh, ma lkal faltwal juga l 

memiliki pija lkaln. Hall ini terja ldi kalrena l UU Perbalnkaln Sya lrialh 

menentuka ln balhwal perincia ln mengena li prinsip sya lrialh terda lpalt da llalm 

faltwa l DSN-MUI, ya lng kemudia ln diupa lyalka ln menja ldi Peralturaln Balnk 

Indonesia l (PBI) setela lh mela llui pema ltalnga ln di Komite Perbalnkaln 

                                                           
50 Muhalmmald Syalfi‟i ALntonio, Balnk Syalrialh: Dalri Teori ke Pralktik (Jalkalrtal: Gemal 

Insalni, 2001), hlm. 32. 
51 Malrdalni, Hukum Islalm Kumpulaln Peralturaln Tentalng Hukum Islalm Di Indonesial 

(Jalkalrtal: Kencalnal, 2015), hlm. 51. 
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Sya lria lh ya lng dibentuk oleh Ba lnk Indonesia l, seperti da llalm palsall 26 

UU Perbalnkaln Sya lrialh ba lhwal:  

a. Kegia ltaln usalhal perbalnka ln sya lrialh daln alta lu produk daln jalsa l 

sya lria lh, waljib tunduk kepa ldal prinsip sya lria lh.  

b. Prinsip sya lria lh itu difaltwa lkaln oleh MUI.  

c. Faltwal MUI ditualngkaln da llalm PBI.  

d. Dalla lm Ra lngka l Penyusuna ln PBI, Balnk Indonesial membentuk 

Komite Perba lnka ln Sya lria lh.
52

 

Dengaln ketentua ln di altals ma lkal faltwal DSN mempunya li peralnaln 

ya lng penting da llalm upalya l pengemba lngaln produk lemba lgal keua lngaln 

sya lria lt balik balnk ma lupun nonbalnk. Kedudukaln faltwa l DSN menempa lti 

posisi ya lng salngalt staltegis ba lgi kemaljualn ekonomi da ln lemba lgal 

keua lngaln sya lria lh. Faltwal DSN ya lng berhubunga l dengaln 

pengemba lnga ln lembalga l V (BPH) ya lng membida lngi ilmu syalria lh daln 

ekonomi. Denga ln a ldalnya l pertimba lngaln dalri palra l alhli tersebut, ma lka l 

faltwa l ya lng dikelua lrkaln DSN memiliki kewena lngaln daln kekua ltaln 

ilmia lh balgi kegia lta ln usalhal ekonomi sya lrialh. Ka lrenal fa ltwal mempunya li 

kekua ltaln hukum lebih mengika lt, ma lkal perlu dia ldopsi daln disalhka ln 

secalral formil ke da llalm bentuk pera lturaln perundalng- undalngaln. 

4. Faltwal DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 

Terdalpalt bebera lpal hall da llalm pemba lhalsaln fa ltwal DSN MUI Nomor 

112/DSNMUI/IX/2017 ya lkni seba lgali berikut:  

a. Ketentua ln umum  

A Lkald ijāralh alda llalh alkald sewal alnta lral mu‟jir dengaln 

mustal‟jir a ltalu alnta lral mustal‟jir denga ln a ljir untuk mempertukalrka ln 

ma lnfalalt daln ujralh, balik ma lnfalalt balralng ma lupun jalsal. (1) Mu‟jir 

(pemberi sewa l) aldallalh piha lk ya lng menyewalka ln balralng ba lik mu‟jir 

ya lng berupa l oralng (syalkhshiyalh thalbi‟iya lh/naltuurlijke person) 

                                                           
52 Zuba liri Halsaln, Undalng-Undalng Perbalnkaln Syalrialh Titik Temu Hukum Islalm Daln 

Hukum Nalsionall (Jalkalrtal: Raljalwalli Pers, 2009), hlm. 26. 
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ma lupun ya lng dipersalma lkaln dengaln oralng, ba lik berba ldaln hukum 

ma lupun tida lk berbaldaln hukum (syalkhshiyalh i‟tiba lrialh/syalkhshiya lh 

hukmiya lh/rechtsperson). (2) Mustal‟jir a ldalla lh pihalk ya lng menyewa l 

(penyewa l/penerima l ma lnfalalt balralng) dallalm a lka ld ijāralh „allal all-

al‟yaln alta lu penerimal jalsal da lla lm a lkald ijāralh „alla l alla l‟mall/ijāralh 

„allal all a lsykhalsh, balik musta l‟jir berupal ora lng (syalkhshiya lh 

thalbi‟iyalh/naltuurlijke person) ma lupun yalng dipersa lma lkaln denga ln 

oralng, balik berba ldaln hukum ma lupun tida lk berbaldaln hukum 

(syalkhshiya lh I‟tibalrialh/syalkhshiya lh hukmiyalh/rechtsperson). (3) 

ALjir alda llalh pihalk ya lng memberika ln jalsal dalla lm a lkald ijāra lh „allal all-

al‟mall/ijāra lh „a llal all-alsykhalsh, balik aljir berupal oralng (syalkhshiya lh 

thalbi‟iyalh/naltuurlijke person) ma lupun yalng dipersa lma lkaln denga ln 

oralng, balik berba ldaln hukum ma lupun tida lk berbaldaln hukum 

(syalkhshiya lh i‟tiba lrialh/syalkhshiya lh hukmiyalh/rechtsperson). (4) 

Malnfalalt alda llalh ma lnfala lt balra lng sewal mela llui proses penggunala ln 

daln pekerja laln (jalsal) aljir. (5) Ma lhalll all-malnfa la lt a ldallalh balra lng 

sewal/ba lralng ya lng dijaldika ln media l untuk mewujudkaln malnfa lalt 

dalla lm a lkald ijāra lh „allal all-al‟yaln.  

A Ldalpun ma lca lm-ma lcalm ijāra lh, ya litu seba lgali beriku:  

1) Ijāralh „alla l all-al‟ya ln alda llalh alkald sewal a lta ls ma lnfa lalt ba lralng.  

2) Ijāralh „alla l all-alsykhalsh/ijāra lh „allal all-al‟mall alda lla lh alkald sewa l 

alta ls jalsal/pekerjala ln oralng.  

3) Ijāralh muntalhiyyalh bi a ll-ta lmlik (IMBT) a ldalla lh a lkald ijāralh 

alta ls ma lnfalalt balra lng ya lng diserta li denga ln jalnji peminda lhaln halk 

milik a lta ls balra lng sewal kepa ldal penyewa l, setela lh selesa li a lta lu 

dia lkhirinya l alka ld ijāralh.  

4) Ijāralh malushufalh fi all-dzimmalh (IMFD) aldalla lh alka ld ijāra lh 

alta ls ma lnfa lalt sualtu balra lng (malnfa lalt „alin) daln/a ltalu jalsal („almall) 

ya lng paldal salalt alka ld halnya l disebutka ln sifalt-sifalt daln 

spesifika lsinya l (kualntita ls daln kuallita ls).  
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5) Ijāralh ta lsyghiliyya lh aldalla lh alka ld ijāra lh altals ma lnfala lt ba lralng 

ya lng tida lk diserta li denga ln jalnji pemindalha ln halk milik a ltals 

balra lng sewal kepaldal penyewa l.  

6) Pembia lya laln multija lsal alda llalh pembia lya laln untuk memperoleh 

ma lnfalalt alta ls sualtu jalsal. 

7) Wila lya lh a lshliyya lh alda llalh kewenalngaln ya lng dimiliki oleh 

mu‟jir kalrena l ya lng bersalngkuta ln berkeduduka ln sebalga li 

pemilik.  

8) Wila lya lh niyalbiyya lh aldallalh kewenalngaln ya lng dimiliki oleh 

mu‟jir kalrena l ya lng bersalngkuta ln berkedudukaln sebalga li walkil 

dalri pemilik a ltalu walli a ltals pemilik. 

b. Ketentua ln terka lit hukum da ln bentuk ijāra lh  

A Lkald ijāra lh boleh direa llisa lsikaln da llalm bentuk a lkald ijāralh 

„allal al‟ya ln daln alka ld ijāra lh „allal a ll-al‟mall/ijāra lh „a llal a ll-alsykhalsh. 

A Lkald ijāralh jugal boleh direa llisa lsikaln dalla lm bentuk alkald ijāralh 

talsyghiliyya lh, ijāra lh muntalhiyya lh bi a lltalmlik (IMBT) da ln ijāralh 

malushufalh fi a ll-dzimmalh (IMFD). 

c. Ketentua ln terka lit shighalt a lkald ijāra lh  

A Lkald ijāralh halrus dinya ltalkaln secalral tegals daln jelals sertal 

dimengerti oleh mu‟jir/a ljir daln mustal‟jir. A Lkald ijāralh boleh 

dila lkukaln seca lral lisaln, tertulis, isya lralt da ln perbua lta ln/tindalka ln, 

serta l dalpa lt dila lkukaln seca lra l elektronik sesua li sya lria lh da ln 

peralturaln perunda lng-undalnga ln ya lng berlalku. 

d. Ketentua ln terka lit Mu‟jir, Mustal‟jir da ln ALjir  

1) A Lkald ijāra lh boleh dila lkuka ln oleh oralng (syalkhshiyalh 

thalbi‟iyalh/naltuurlijke person) ma lupun ya lng dipersa lma lka ln 

denga ln oralng ba lik berbaldaln hukum malupun tida lk berba ldaln 

hukum (syalkhshiya lh i‟tiba lrialh/syalkhshiyalh 

hukmiya lh/rechtsperson) berdalsalrkaln peralturaln perunda lng-

undalnga ln ya lng berla lku.  
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2) Mu‟jir, mustal‟jir daln aljir waljib calkalp hukum sesua li denga ln 

sya lria lh daln pera lturaln perundalng-undalngaln ya lng berla lku. 

3) Mu‟jir wa ljib memiliki kewena lnga ln (wila lya lh) untuk mela lkukaln 

alka ld ijāralh ba lik kewenalnga ln ya lng bersifa lt alshliyya lh ma lupun 

niya lbiyya lh.  

4) Mu‟jir waljib memiliki kema lmpua ln untuk menyera lhkaln 

ma lnfalalt.  

5) Mustal‟jir waljib memiliki kema lmpua ln untuk memba lya lr ujralh.  

6) ALjir waljib memiliki kema lmpua ln untuk menyera lhka ln jalsal alta lu 

mela lkuka ln perbualta ln hukum ya lng dibebalnka ln kepaldalnya l.  

e. Ketentua ln terka lit „A Lmall ya lng dila lkukaln ALjir  

1) „ALmall (pekerja laln altalu jalsal) ya lng dila lkukaln a ljir ha lrus berupa l 

pekerjala ln ya lng dibolehka ln menurut sya lria lh daln pera ltura ln 

perundalng-undalngaln ya lng berla lku.  

2) „ALmall ya lng dila lkukaln a ljir ha lrus diketa lhui jenis, spesifika lsi, 

daln ukura ln pekerjalalnnya l serta l jalngkal walktu kerjalnya l.  

3) „ALmall ya lng dila lkukaln aljir ha lrus berupa l pekerjala ln ya lng sesua li 

denga ln tujualn alkald.  

4) Mustal‟jir dallalm a lkald ijāralh „allal all-al‟mall, boleh menyewa lka ln 

kemba lli kepa ldal pihalk la lin, kecua lli tida lk diizinka ln (dila lralng) 

oleh a ljir altalu pera lturaln perunda lng-undalngaln.  

5) ALjir tida lk waljib menalnggung risiko terhalda lp kerugia ln ya lng 

timbul ka lrenal perbualta ln ya lng dila lkuka lnnya l, kecua lli ka lrena l all-

tal‟alddi, all-ta lqshir altalu mukhallalfalh all-syuruth.  

f. Ketentua ln terka lit Ujralh  

1) Ujralh boleh berupa l ua lng, ma lnfala lt ba lralng, jalsal altalu ba lralng 

ya lng boleh dima lnfalaltka ln menurut sya lrialh (muta lqalwwalm) daln 

peralturaln perunda lng-undalnga ln ya lng berlalku. 
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2) Kualntita ls daln/alta lu kuallita ls ujralh halrus jelals, balik berupa l 

alngka l nomina ll, persenta lse tertentu, a ltalu rumus ya lng disepa lkalti 

daln diketa lhui oleh palra l pihalk ya lng mela lkukaln a lkald.  

3) Ujralh boleh diba lya lr secalra l tunali, berta lhalp/a lngsur daln ta lngguh 

berdalsalrkaln kesepalkalta ln sesuali dengaln sya lria lh daln/altalu 

peralturaln perunda lng-undalnga ln ya lng berlalku.  

4) Ujralh ya lng tela lh disepalka lti boleh ditinjalu ula lng a lta ls ma lnfalalt 

ya lng belum diterima l oleh mustal‟jir sesua li kesepalkalta ln.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Faltwal Dewaln Syalrialh Nalsionall No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentalng ALkald Ijalralh 

dialkses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view. 
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BA LB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALLINGGA 

NOMOR 010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg 

A. Profil Pengaldilaln A Lga lma Purballingga 

Pengaldila ln ALgalma l merupa lkaln sa llalh saltu lemba lgal penega lk hukum 

di Indonesia l, tela lh alda l semenja lk ma lsuknya l a lga lma l Islalm di Nusalntalra l 

palda l alba ld ke-VII Malsehi ya lng diba lwal lalngsung oleh pa lra l saluda lgalr da lri 

Malkkalh daln Maldina lh. 

Perkemba lngaln da lri alwall kebera ldalaln salmpa li sa lalt ini tela lh 

menga lla lmi pa lsalng surut sesuali denga ln kea ldalaln ma lsal-ma lsal yalng a ldal pa lda l 

za lma ln ya lng sela llu berjalla ln, ya lkni ma lsal sebelum penjaljalhaln, kemudia ln 

kea ldalaln palda l ma lsal penjaljalhaln Bela lndal daln Jepalng, daln berla lnjut palda l 

ma lsal kemerdeka laln, balhka ln paldal ta lhun 2009 menga llalmi kema lpalna ln 

dalla lm ha ll kewena lngaln ya lng diberika ln oleh unda lng-undalng. 

Nalmun demikia ln tida lk muda lh untuk mela lcalk kebera ldala ln 

Pengaldila ln A Lgalma l Purballingga l sejalk ma lsuknya l Isla lm di Purballingga l. 

1. Malsal Sebelum Penja ljalhaln 

Kalbupalten Purballinggal berdiri pa ldal ta lnggall 18 Desember 1831. 

Setela lh kera ljalaln Paljalng runtuh ma lkal Kalbupalten Purba llingga l beralda l di 

balwalh kekualsala ln Keraljalaln Maltalra lm. 

A Lgalma l Islalm ma lsuk ke Indonesial pa ldal albald ke-VII Malsehi 

diba lwal lalngsung oleh palra l saludalgalr dalri Malkkalh daln Maldina lh. 

Kemudia ln ma lsya lralkalt mula li mela lksalnalka ln altura ln-altura ln algalma l 

Islalm, da ln hall ini memba lwal pengalruh kepa ldal taltal hukum pa ldal walktu 

itu.  

Sulta ln A Lgung raljal Maltalralm ya lng perta lma l kalli menga ldalka ln 

perubalhaln di da llalm ta lta l hukum di ba lwalh penga lruh a lgalma l Islalm. 

Perubalha ln tersebut perta lma l-talma l diwujudkaln khusus dalla lm norma l 

Pengaldila ln, semula l bernalma l Pengaldila ln Praldalta l digalnti dengaln nalma l 
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Pengaldila ln Seralmbi. Begitu jugal dengaln tempa lt ya lng semula l di 

sitihinggil da ln dila lksalna lkaln oleh Ra ljal, kemudia ln dia llihka ln ke seralmbi 

Malsjid ALgung daln dila lksalnalkaln oleh palral penghulu daln dibalntu oleh 

para alim Ula lma l. 

Sebalga li ba lgia ln da lri pemerinta lhaln umum pa ldal kera ljalaln Malta lralm, 

terda lpalt jalba ltaln kealgalma laln di tingka lt desal ya lng disebut Kalum, ALmil, 

Modin, Kalyim, Leba li da ln sebalga linya l, selallu a lda l di tingka lt desal. Palda l 

tingka lt keca lma lta ln a ltalu ka lwedalnaln sela llu a ldal jalba ltaln Penghulu Na lib. 

Paldal tingkalt ka lbupalten seoralng Bupalti didalmpingi oleh seoralng Paltih 

untuk bida lng kepemerinta lha ln umum da ln seora lng penghulu kalbupa lten 

untuk bidalng kealgalma laln. Palda l tingkalt pusalt Keraljala ln Malta lralm 

dijumpa li ja lbalta ln Kalnjeng Penghulu a ltalu Penghulu A Lgeng. Penghulu 

A Lgeng da ln Penghulu Kalbupalten berfungsi pula l seba lgali Halkim pa lda l 

Maljlis Pengaldila ln A Lgalma l ya lng aldal palda l walktu itu dengaln pola l 

ma lsya lralka lt keraljala ln Malta lralm. Denga ln demikia ln dalpalt dipa lstikaln 

balhwal di Kalbupalten Purballingga l ini tela lh alda l pulal Pengaldilaln A Lga lma l 

ya lng mela lksalnalkaln tuga ls untuk menyelesalika ln sengketa l alntalra l uma lt 

Islalm di bida lng perkalra l-perkalra l tertentu da ln ya lng bertinda lk seba lgali 

Halkim a ldallalh Penghulu Kalbupa lten. 

Paldal perkemba lnga ln berikutnya l ya lkni palda l ma lsal alkhir 

pemerinta lhaln Ma ltalralm muncul 3 (tigal) ma lcalm pera ldilaln, ya litu 

Pengaldila ln A Lgalma l, Pengaldila ln Drigalma l daln Penga ldila ln Cila lgal. 

Pengaldila ln A Lgalma l menga ldili perka lral alta ls dalsalr hukum Islalm, 

Pengaldila ln Drigalma l menga ldili perka lra l berdalsalrkaln hukum Jalwal Kuno 

ya lng tela lh disesualikaln denga ln a ldalt setempa lt, sedalngkaln Pengaldila ln 

Cila lgal alda llalh sema lcalm Penga ldila ln Wa lsit, khusus mengena li sengketa l 

pernia lgala ln. Kealdala ln hall ini berla lngsung salmpa li VOC malsuk ke 

Indonesia l. 
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2. Malsal Penjaljalhaln Belalnda l 

Pengaldila ln A Lgalma l seba lgali lemba lgal penega lk hukum mempunya li 

keduduka ln ya lng kualt da lla lm ma lsya lralkalt, ha ll ini terbukti denga ln 

munculnya l kera ljalaln-keraljala ln Islalm di wila lya lh nusalnta lral denga ln 

mela lksalna lkaln hukum Isla lm da ln melemba lgalkaln sistem peraldila ln 

sebalga li balgia ln ya lng tida lk terpisalhkaln dengaln keseluruha ln sistem 

pemerinta lhaln di wila lya lh kekua lsalalnnya l. 

Pengaldila ln ALgalma l Purballingga l ya lng wila lya lh hukumnya l meliputi 

wila lya lh Kalbupa lten Purballingga l, termalsuk di wila lya lh talnalh Jalwal 

kemudia ln menja ldi dalera lh jaljalhaln Bela lndal. 

Berda lsalrkaln Staltsblald Talhun 1882 Nomor 152 tenta lng 

Pembentuka ln Pengaldila ln A Lgalma l di Jalwal daln Maldural dinya lta lkaln 

mula li berla lku pa ldal ta lnggall 1 A Lgustus 1882. Pembentuka ln tersebut 

merupa lkaln legitima lsi terha lda lp Pengaldila ln A Lgalma l ya lng mema lng 

sudalh aldal semenjalk sebelum keda ltalnga ln penjaljalh Bela lndal. 

Dengaln terbitnya l Sta ltsbla ld Talhun 1882 Nomor 152 tersebut ma lka l 

secalral resmi Penga ldila ln A Lga lma l dia lkui sebalga li Penga ldila ln ya lng salh di 

wila lya lh jaljalha ln Bela lndal, ketika l itu pimpina ln Pengaldila ln ALgalma l 

dijalbalt oleh seoralng ketua l ya lng diralngkalp oleh seora lng pejalbalt 

A Ldviseur Bij De La lndrald a lta lu ya lng populer denga ln sebuta ln Penghulu 

La lndrald. 

Malhkalma lh Isla lm Tinggi berdiri sejalk ta lnggall 1 Ja lnualri 1937 

berdalsalrkaln Suralt Gubernur Jendrall Hindia l Bela lndal ta lnggall 12 

Nopember 1937 Nomor 18 da ln menga ldalka ln sidalng perta lma l kalli pa lda l 

ta lnggall 7 Malret 1938. 

Dalera lh yurisdiksi Malhka lma lh Islalm Tinggi berda lsalrkaln Staltsblald 

Talhun 1882 Nomor 152 a ldalla lh meliputi Pengaldila ln A Lga lma l di seluruh 

Jalwal da ln Ma ldural. Sedalngka ln da leralh lualr Ja lwal da ln Maldural untuk 

dalera lh sekita lr Balnjalrma lsin daln Kallimalnta ln Sela lta ln aldallalh denga ln 

nalma l Kera lpalta ln Qaldi ba lgi Penga ldila ln A Lgalma l/Ma lhkalma lh Sya lr'iya lh 
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untuk tingka lt perta lma l,daln Keralpalta ln Qaldi Besa lr balgi Penga ldila ln 

Tinggi A Lgalma l/Ma lhkalma lh Sya lr'iya lh Propinsi untuk tingka lt Balnding. 

Kemudia ln berdalsalrkaln Staltsbla ld talhun 1937 Nomor 116 

kekua lsalaln daln kewenalnga ln Pengaldla ln A Lgalma l ya lng sebelumnya l juga l 

meliputi ma lsalla lh kewalrisa ln daln kebendala ln ya lng berka lita ln denga ln 

perkalwinaln tela lh dikuralngi. Kekua lsalaln daln kewena lngaln Penga ldila ln 

A Lgalma l terba lta ls paldal hall-hall seba lgali berikut; 

a. Memeriksa l perselisiha ln-perselisiha ln a lnta lral sualmi istri ya lng 

beralgalma l Islalm. 

b. Memeriksa l perka lral-perkalral la lin tenta lng Nika lh, Talla lk, Rujuk da ln 

Perceria ln alntalra l oralng ya lng bera lgalma l Islalm. 

c. Memeriksa l da ln memutus percera lialn da ln menya lta lkaln ba lhwal sya lra lt 

untuk jaltuh ta lla lk sudalh a ldal a ltalu memenuhi sya lra lt. 

d. Memeriksa l daln memutus gugaltaln nalfkalh daln ma ls kalwin ya lng 

belum diba lya lr sertal halk-halk bekals istri ya lng dicera lika ln seperti 

nalfka lh daln mut'a lh. 

Di salmping a ldalnya l pengura lngaln wewena lng Pengaldila ln ALgalma l 

tersebut, Pemerinta lh Hindial Bela lndal jugal mengha lpus keduduka ln 

Ketua l Pengaldila ln A Lgalma l sebalgali Pena lsehalt La lndra lald. 

3. Malsal Penjaljalhaln Jepalng 

Paldal ma lsal penjaljalhaln Jepa lng Pengaldila ln A Lga lma l teta lp 

diperta lha lnkaln, meskipun pa ldal walktu itu Malhkalma lh Isla lm Tinggi pa ldal 

ta lnggall 7 Ma lret 1942 halrus ditutup da ln tida lk diperbolehkaln untuk 

mela lksalna lkaln persidalnga ln daln ka lntor disegel. Ba lru dalpalt dibuka l 

kemba lli pa ldal ta lnggall 18 A Lpril 1942 dengaln na lma l Koikyoo Kala ltoo 

Hooin, sedalngka ln Pengaldila ln A Lgalma l diberi na lma l Sooryo Hooin. 

Berda lsalrkaln Pera lturaln Pera lliha ln pa lsall 3 Unda lng-undalng Ba llal 

Tenta lral Jepalng (Osalmu Soire) Nomor 1 talnggall, 7 Malret 1942, 

Pengaldila ln A Lgalma l ma lsuk dalla lm Kementeria ln Keha lkima ln (Shihobu) 

denga ln nalma l Soooryo Hooin tersebut. 
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4. Malsal Kemerdeka la ln 

Paldal salalt permula laln Indonesia l Merdeka l, Pengaldila ln ALgalma l 

beraldal di balwalh Kementeria ln Keha lkima ln. Setela lh berdiri 

Kementeria ln ALgalma l pa ldal ta lnggall 3 Ja lnualri 1946, ma lkal berdalsalrkaln 

Peneta lpaln Pemerinta lh Nomor 5/SD ta lnggall 25 Ma lret 1946, 

Pengaldila ln A Lgalma l dipinda lhkaln dalri Kementeria ln Keha lkima ln daln 

ma lsuk Kementeria ln A Lgalma l. Paldal Kementeria ln ALgalmal inila lh 

Pengaldila ln A Lgalma l Purballingga l resmi didirika ln. 

Peraltura ln ya lng mengaltur Penga ldilaln A Lgalma l di Ja lwal da ln Maldura l 

ya lkni Pera lturaln Sementa lral ya lng terca lntum da lla lm Verordering talngga ll 

8 Nopember 1946, daln Penga ldila ln A Lgalmal di Ka llima lnta ln Selalta ln da ln 

Kallima lntaln Timur teta lp tunduk kepalda l peralturaln la lma l ya litu Staltsblald 

1937 Nomor 610, seda lngkaln Malhkalma lh Islalm Tinggi (Hoof Voor 

Islalmtische Za lken) balru mula li la lgi mela lksalnalkaln tuga ls persidalnga ln. 

Paldal ta lhun 1948 kelualrla lh Unda lng-undalng Nomor 19 Ta lhun 1948 

tenta lng Susunaln daln Kekualsala ln Kehalkima ln daln Kejalksalaln. Dalla lm 

Undalng-undalng ini keduduka ln daln kewena lngaln Palnga ldila ln ALga lma l 

dima lsukkaln dallalm Pengaldila ln Umum secalral istimewa l ya lng dia ltur 

dalla lm pa lsall 33, 35 a lya lt (2) da ln palsall 75. 

Undalng-undalng ini berma lksud untuk menga ltur tenta lng pera ldila ln 

daln seka lligus menyempurna lkaln isi Undalng-unda lng Nomor 7 Talhun 

1947 tenta lng Susunaln da ln Kekualsalaln Ma lhkalma lh A Lgung daln 

Kejalksalaln ya lng mula li berla lku ta lnggall 3 Ma lret 1947. La lhirnya l 

Undalng-undalng ini menda lpalt rea lksi dalri berbalga li pihalk terutalma l dalri 

palra l Ulalma l Suma ltra l seperti A Lceh, Suma ltral Ba lralt da ln Suma ltra l Sela ltaln, 

sepalka lt menola lk kehaldira ln Undalng-undalng tersebut da ln mengusulka ln 

alga lr Malhkalma lh Sya lr'iya lh ya lng sudalh aldal teta lp berjallaln. 

Paldal talhun 1951 di da lla lm lingkungaln pera ldila ln dialda lkaln 

perubalhaln penting denga ln diunda lngkalnnya l Unda lng-Undalng Dalrura lt 
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Nomor 1 Ta lhun 1951. Undalng-undalng ini berisi a lntalral la lin tenta lng 

kela lnjutaln Peraldilaln A Lgalma l daln Peraldila ln Desal. 

Dalla lm ra lngkal memenuhi ketentua ln palsall 24 Undalng-undalng 

Dalsalr 1945 paldal talhun 1964 kelua lrlalh Undalng-undalng Nomor 19 

Talhun 1964 tentalng Ketentua ln-Ketentua ln Pokok Kekua lsalaln 

Kehalkima ln ya lng kemudia ln diga lnti daln disempurna lka ln dengaln 

Undalng-undalng Nomor 14 Ta lhun 1970. Palsall 10 Undalng-undalng 

Nomor 14 Ta lhun 190 menentuka ln balhwal kekualsala ln Keha lkima ln 

dila lksalnalkaln oleh 4 (empa lt) lingkunga ln peraldila ln ya litu: 

a. Peraldila ln Umum 

b. Peraldila ln A Lgalma l 

c. Peraldila ln Militer 

d. Peraldila ln Ta ltal Usalhal Negalra l. 

Mengenali kebera ldalaln Pengaldila ln A Lgalma l Purballingga l mema lng 

jaluh sebelum ma lsal kemerdeka ln balhka ln seiring denga ln ma lsuknya l 

alga lma l Islalm di Purballingga l suda lh berjalla ln. Nalmun ba lru da lpa lt 

diketa lhui kebera ldala ln tersebut seca lral struktura ll mula li ta lhun 1947, 

ya lkni pa ldal ma lsal Ketua l Pengaldila ln A Lgalma l Purballingga l dijalba lt oleh 

KH Iskalnda lr dengaln Halkim A Lnggota l terdiri da lri: 

1. KH ALbdul Muin. 

2. KH ALhma ld Ba lhori. 

3. KH Sobrowi. 

4. KH Talfta lza lni. 

5. KH Sya lhri. 

6. KH M. Hisya lm Ka lrimulla lh. 

7. KH Balidlowi. 

8. KH ALhma ld Dalnun. 
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Paldal walktu itu ma lsih berka lntor di ruma lh priba ldi KH Iska lndalr Ja lla ln 

Malyjen Pa lnjalita ln Nomor 65 Purba llinggal da ln pa ldal ta lhun 1979 ba lru 

pinda lh di gedung Jallaln Malyjen Pa lnjalita ln Nomor 117 Purballinggal.
54

 

Pengaldila ln A Lga lma l Purballinggal sebalgali ba lgialn integra ll da lri 

Lemba lga l kekua lsalaln keha lkima ln da ln sistem Pera ldila ln Nega lra l 

mempunya li kewa ljibaln da llalm mewujudkaln fungsi kekualsalaln 

keha lkima ln daln lemba lgal penega lk hukum di Indonesial denga ln 

berdalsalrkaln pa ldal Undalng Undalng Dalsalr 1945, Undalng-Undalng 

Nomor 48 Ta lhun 2009 Tenta lng Kekualsalaln Kehalkima ln, Undalng-

Undalng Nomor 3 Talhun 2009 tentalng perubalha ln kedual alta ls Undalng-

undalng Nomor 14 Talhun 1985 tenta lng Malhkalma lh A Lgung RI, Undalng-

Undalng Nomor 7 Talhun 1989 seba lgalima lnal tela lh diuba lh denga ln 

Undalng-Undalng Nomor 3 Ta lhun 2006 daln Undalng-undalng Nomor 50 

Talhun 2009. 

Berda lsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 50 Talhun 2009 tenta lng 

Perubalha ln kedual altals Undalng-Undalng Nomor 7 Ta lhun 1989 tenta lng 

Peraldila ln A Lga lma l, ma lkal Pengaldilaln A Lga lma l sela lku unsur 

penyelengga lral pemerinta lhaln Nega lral merupalka ln sallalh saltu pela lksalnal 

kekua lsalaln keha lkimaln ba lgi ma lsya lralkalt penca lri kea ldila ln ya lng 

beralgalma l Islalm mengena li perkalra l perdalta l tertentu ya lng dia ltur dalla lm 

palsall 49 Undalng-Undalng Nomor 3 Ta lhun 2006 ya litu, Pengaldila ln 

A Lgalma l bertuga ls daln berwena lng memeriksal, memutus, daln 

menyelesa likaln perkalral-perkalral di tingkalt pertalma l alnta lral oralng-oralng 

ya lng bera lgalma l Isla lm da llalm bida lng: 

1. Perkalwina ln 

2. Wa lris 

3. Wa lsialt 

4. Hibalh 
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5. Wa lqalf 

6. Za lkalt 

7. Infalq 

8. Shodalqoh, daln 

9. Ekonomi Sya lri‟a lh. 

Fungsi Pengaldila ln A Lgalma l berda lsalrkaln palsall 3 Undalng-Undalng 

Nomor 48 Talhun 2009 tenta lng Kekualsala ln Kehalkima ln daln Undalng-

Undalng Nomor 50 Talhun 2009 tenta lng Perubalhaln kedua l altals Undalng-

Undalng Nomor 7 Ta lhun 1989 tenta lng Peraldila ln A Lgalma l ya lkni: 

1. Salla lh saltu pela lksalnal Kekua lsalaln Keha lkima ln ya lng ma lndiri, tida lk 

memiha lk daln tra lnspalra ln. 

2. Sebalga li alkses pelalya lnaln ma lsya lra lkalt di bidalng Pera ldila ln ALga lma l. 

3. Sebalga li penyelenggalra l Negalral di bida lng Pera ldila ln A Lgalma l guna l 

penega lkaln suprema lsi Hukum a lga lr mendalpa lt kepa lstia ln hukum da ln 

kea ldila ln. 

Sesuali fungsi da ln tuga ls pokok tersebut, Penga ldila ln ALgalma l 

Purballingga l ya lng berallalma lt di Jl. Letjend. S. Palrma ln No. 10 

Purballingga l, Jalwal Tenga lh dalla lm mela lya lni pa lral penca lri kea ldila ln sudalh 

mempunya li ba lta ls wila lya lh hukum ya lng sudalh ditentuka ln.
55

 Wila lya lh 

hukum Penga ldila ln A Lgalma l Purballingga l mewila lya lhi daleralh Kalbupalten 

Purballingga l terdiri dalri 18 keca lma lta ln, 224 desal daln 15 kelura lha ln 

denga ln balta ls wila lyalh sebela lh uta lral Kalbupa lten Pema lla lng, sebela lh 

timur Ka lbupalten Ba lnjalrnegalra l, sebela lh sela lta ln Kalbupalten Ba lnyuma ls, 

daln sebela lh ba lralt Kalbupalten Brebes.
56

 

Pengaldila ln ALgalma l Purballingga l memiliki visi daln misi. A Ldalpun 

visi Penga ldila ln A Lgalma l Purballinggal yalitu terwujudnya l Penga ldila ln 

                                                           
55 https://pal-purballinggal.go.id/v3/profil-pengaldilaln/galmbalraln-umum dialkses paldal 01 

Mei 2024 pukul 19.00 WIB. 
56 https://pal-purballinggal.go.id/v3/profil-pengaldilaln/wilalyalh-yurisdiksi dialkses paldal 01 

Mei 2024 pukul 19.03 WIB. 

https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/gambaran-umum
https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi


 

46 

 
 

 

A Lgalma l Purballingga l ya lng algung. Sedalngkaln misi Penga ldila ln ALga lma l 

Purballingga l ya litu: 

1. Mewujudkaln pera ldilaln ya lng ma lndiri da ln independen, beba ls dalri 

ca lmpur ta lngaln piha lk la lin; 

2. Meningka ltkaln profesiona llisme alpalraltur Pengaldila ln ALgalma l 

Purballingga l dallalm memberika ln pela lya lnaln hukum da ln kea ldilaln; 

3. Mewujudkaln ma lnaljemen Penga ldila ln A Lgalma l Purballingga l ya lng 

modern, kredibel da ln tra lnspalraln; 

4. Meningka ltkaln kua llita ls sistem a ldministralsi perka lral berbalsis 

Teknologi Informa lsi Terpaldu.
57

 

 

Undalng-Undalng Dalsalr Negalra l Republik Indonesia l Talhun 1945 

menentuka ln dalla lm pa lsall 24 a lya lt (2) ba lhwal Pera ldila ln ALgalma l 

merupa lkaln sa llalh sa ltu lingkunga ln peraldila ln ya lng beralda l di ba lwalh 

Malhkalma lh A Lgung bersalma l baldaln peraldila ln lalinnya l di lingkungaln 

Peraldila ln Umum, Peraldila ln Ta lta l Usalhal Negalra l, daln Pera ldila ln Militer, 

merupa lkaln sa llalh saltu baldaln pera ldila ln pela lku kekua lsalaln kehalkima ln 

untuk menyelengga lralka ln hukum da ln kea ldila ln balgi ralkya lt pencalri 

kea ldila ln perkalra l tertentu a lnta lral oralng-oralng ya lng beralga lma l Islalm. 

Pengaldila ln ALgalma l Purballingga l ya lng merupa lkaln Pengaldila ln 

Tingka lt Perta lma l bertuga ls daln berwenalng memeriksa l, memutus, daln 

menyelesa likaln perkalra l-perkalra l di tingkalt perta lma l a lntalral oralng-ora lng 

ya lng bera lgalma l Islalm di bida lng: perka lwinaln, wa lris, walsialt, hiba lh, 

walkalf, zalkalt, infa lq, shaldalqalh daln ekonomi sya lrialh sebalgalimalna l dialtur 

dalla lm Unda lng - Undalng Nomor 50 ta lhun 2009 tenta lng peruba lhaln a lta ls 

palsall 49 Undalng-Undalng Nomor 3 Ta lhun 2006 daln tenta lng Perubalha ln 

alta ls Undalng-Undalng Nomor 7 Ta lhun 1989 tenta lng Pera ldila ln A Lgalma l. 
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Di salmping tuga ls pokok dima lksud di a ltals, Pengaldila ln ALgalma l 

Purballingga l mempunya li fungsi, alnta lral la lin seba lgali berikut: 

1. Fungsi menga ldili (judicia ll power), ya lkni menerima l, memeriksal, 

menga ldili da ln menyelesa lika ln perka lral-perka lral ya lng menjaldi 

kewenalngaln Pengaldila ln A Lga lma l dalla lm tingkalt perta lma l (vide: Palsa ll 

24 alya lt 5 Undalng-Undalng Nomor 50 Ta lhun 2009). 

2. Fungsi pembina laln, ya lkni memberika ln   penga lralhaln, bimbingaln, 

daln petunjuk kepa ldal peja lbalt struktura ll daln fungsiona ll di balwalh 

jaljalralnnya l, ba lik menya lngkut teknis yudisia ll, aldministralsi 

peraldila ln, ma lupun aldministra lsi umum/perlengka lpa ln, keualngaln, 

kepega lwalia ln, daln pemba lngunaln (vide: Palsall 53 a lya lt (3) Undalng-

Undalng No. 3 Talhun 2006 jo. KMAL Nomor KMAL/080/VIII/2006). 

3. Fungsi pengalwalsaln, ya lkni menga ldalkaln penga lwalsaln meleka lt altals 

pela lksalnalaln tugals daln tingka lh la lku Halkim, Palnitera l, Sekreta lris, 

Palnitera l Pengga lnti, daln Jurusita l/Jurusita l Penggalnti di balwalh 

jaljalralnnya l a lgalr peraldila ln diselengga lralkaln denga ln seksa lma l daln 

sewaljalrnya l (vide: Pa lsall 53 alya lt (1) daln (2) Undalng-Undalng No. 50 

Talhun 2009) da ln terha lda lp pela lksalnala ln aldministra lsi umum 

kesekreta lria lta ln serta l pemba lngunaln. (vide: KMAL Nomor 

KMAL/080/VIII/2006). 

4. Fungsi nalsehalt, ya lkni memberika ln pertimba lngaln da ln nalseha lt 

tenta lng hukum Islalm kepa ldal insta lnsi pemerinta lh di dalera lh 

hukumnya l, alpalbila l diminta l. (vide: Palsall 52 alya lt (1) Undalng-

Undalng No. 3 Talhun 2006). 

5. Fungsi aldministra ltif, ya lkni menyelengga lralkaln a ldministralsi 

peraldila ln (teknis daln persida lnga ln), daln a ldministra lsi umum 

(kepega lwalia ln, keualngaln, daln umum/perlengka lpaln) (vide: KMA L 

Nomor KMA L/080/ VIII/2006). 
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6. Fungsi lalinnya l: 

- Mela lkukaln koordinalsi dallalm pela lksalnala ln tugals hisalb daln 

rukya lt denga ln instalnsi lalin ya lng terkalit, seperti DEPA LG, MUI, 

Orma ls Isla lm da ln la lin-la lin (vide: Pa lsall 52 A L Undalng-Undalng 

Nomor 3 Ta lhun 2006). 

- Pela lya lnaln penyuluhaln hukum, pela lya lnaln riset/penelitia ln daln 

sebalga linya l sertal memberi a lkses ya lng selua ls-lualsnya l ba lgi 

ma lsya lralka lt dalla lm eral keterbuka laln daln Tralnspalralnsi Informa lsi 

Peraldila ln, sepalnjalng dialtur da lla lm Keputusaln Ketual Malhka lma lh 

ALgung RI Nomor KMA L/144/SK/VIII/2007 tenta lng 

Keterbuka laln Informalsi di Penga ldila ln.
58

 

B. Putusaln Pengaldilaln A Lgalmal Purballinggal Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PAL.Pbg. 

1. Deskripsi Sengketal dallalm Putusaln Pengaldila ln A Lgalmal Purballingga l 

Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg. 

Perkalra l Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg merupa lka ln perka lral ya lng 

dita lngalni oleh pengaldila ln tingkalt perta lma l, bertempa lt di Penga ldila ln 

A Lgalma l Purballingga l. Perkalral ini diseba lbkaln oleh a ldalnya l walnpresta lsi 

alka ld oleh Tergugalt I daln Tergugalt II alta ls pembia lya laln ya lng diberika ln 

oleh Penggugalt. Penggugalt membua lt suralt guga ltalnnya l paldal talngga ll 28 

September 2020. Suralt guga lta ln tersebut tela lh terda lfta lr di Kepalnitera laln 

Pengaldila ln A Lga lma l Purballingga l pa ldal talngga ll 28 September 2020 

denga ln Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg. 

Untuk memperjela ls galmba lraln Perkalral Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg, berikut peneliti jalbalrkaln keduduka ln hukum 

palra l pihalk daln duduk perkalralnya l: 

 

 

                                                           
58 https://pal-purballinggal.go.id/v3/profil-pengaldilaln/uralialn-tugals dialkses paldal 29 Mei 

2024 pukul 17.00 WIB. 

https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/uraian-tugas
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a. Identita ls daln Kedudukaln Hukum Pa lral Pihalk 

Penggugalt, da lla lm ha ll ini diwa lkili oleh H. Khalsaln Suma lrgo, 

S.Pd, lalhir di Purballingga l talnggall 09 Oktober 1970 dalla lm 

keduduka lnnya l sela lku pengurus Koperalsi Simpa ln Pinjalm da ln 

Pembia lya laln Sya lrialh (KSPPS) BMT Menta lri Bumi, berda lsalrka ln 

suralt kualsal pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, disebut 

sebalga li Penggugalt. 

A Lnalng Ca lhyono, tempa lt daln ta lnggall la lhir Purballingga l, 09 

A Lgustus 1977, algalma l Islalm, pekerjalaln Pegalwali Negeri Sipil, 

tempa lt kedia lma ln di Palngempon Rt 002 Rw 001 Kecalma ltaln 

Kejobong Kalbupa lten Purballingga l, disebut sebalga li Tergugalt I. 

Yunital Pustisalri, tempa lt daln ta lnggall la lhir Purballingga l, 19 

Juni 1977, algalma l Islalm, pekerja laln penalta l ria ls, tempa lt kedia lmaln di 

Palngempon Rt 002 Rw 001 Kecalma ltaln Kejobong Kalbupalten 

Purballingga l, disebut sebalga li Tergugalt II. 

b. Posital alta lu Dalsalr Gugalta ln 

Penggugalt denga ln suralt guga ltalnnya l tertalngga ll 28 September 

2020 tela lh menga ljukaln guga lta ln sederhalna l sengketa l ekonomi 

sya lria lh ya lng tela lh dida lftalr di Kepa lniteralaln Pengaldila ln ALgalma l 

Purballingga l Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg talnggall 28 

September 2020 dengaln menga ljukaln alla lsaln-a llalsaln ya lng 

berdalsalrkaln A Lka ld Pembia lya laln Ijalralh Multijalsal No. 

04/471.4/05/19 ya lng diperjalnjikaln di da lla lm perjalnjialn a ldalla lh: 

1) KSPPS BMT Mentalri Bumi memberikaln pembia lya la ln ijalralh 

multija lsal kepa lda l alnggota l sejumla lh Rp.15.000.000,- (lima l bela ls 

jutal rupia lh) untuk sewal ma lnfa lalt mal‟jur ya lng alka ln diguna lkaln 

untuk bia lya l pendidikaln. 

2) A Lnggota l berjalnji daln mengika ltka ln diri untuk menerima l sewa l 

ma lnfalalt ya lng alkaln diguna lkaln untuk bialya l pendidika ln, dengaln 

bia lya l sewal ma lnfala lt Rp 15.000.000,- (lima l belals jutal rupialh) 
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daln ujralh sebesalr Rp 4.860.000,- (empalt juta l dela lpaln raltus 

ena lm puluh ribu rupialh). 

3) Jalngkal walktu pembialya laln ija lralh diberikaln untuk 18 (dela lpaln 

bela ls) bulaln, terhitung sejalk talnggall Suralt Perjalnjialn ini 

dita lndaltalnga lni kedual bela lh piha lk, ya litu ta lnggall 20 Mei 2019 

daln bera lkhir pa ldal talngga ll 20 November 2020 daln sela lmba lt-

la lmba ltnya l pa ldal ta lnggall 20 November 2020, a lnggota l ha lrus 

sudalh meluna lsi. Bilal baltals alkhir peluna lsaln tela lh lewa lt walktu, 

alnggota l belum melunalsi sebalga lima lnal dima lksud dialtals, malka l 

alnggota l dia lnggalp telalh la lla li da ln alta lu cideral jalnji. 

4) Pengemba llia ln sewal ma lnfalalt sebesalr Rp.15.000.000,- (limal 

bela ls juta l rupialh) seca lral a lngsuraln sebesalr Rp. 834.000, 

(dela lpaln ra ltus tiga l puluh empa lt ribu rupialh) daln ujralh sewa l 

ma lnfalalt sebesalr Rp.270.000,- (dual raltus tujuh puluh ribu 

rupialh) waljib dibalya lr secalral bulalnaln paldal ta lnggall 20 palda l tialp 

bula lnnya l selalma l jaln gkal walktu 18 (dela lpaln bela ls) bulaln secalral 

tuna li daln alta lu peminda lhbukualn dalri rekening simpa lnaln 

alnggota l. Balhwal Untuk menja lmin ketertiba ln, Terguga lt 

menjalminka ln dua l BPKB Kendalrala ln rodal dua l ya lng tela lh diikalt 

denga ln Sertifikalt Ja lmina ln Fidusia l Nomor 

W13.00581295.A LH.05.01 talngga ll 24 September 2020 denga ln 

A Lkta l Notalris Nomor 58/2020 oleh Sri Walhyono, SH, MH, 

M.Kn., selalku Notalris-PPALT di Purballinggal ya lng merupa lkaln 

saltu kesa ltualn daln balgia ln ya lng ta lk terpisa lhkaln denga ln alkald ini. 

5) Balhwal alpalbila l Tergugalt tida lk memba lya lr alngsuraln tepa lt walktu 

sesuali denga ln ta lnggall ja ltuh tempo a lkaln dikena lkaln sa lnksi 

berupal dendal keterla lmba ltaln disesua likaln dengaln peraltura ln 

perusalha laln (KSPPS BMT Menta lri Bumi) daln dendal ini untuk 

dalna l kebaljikaln (dalnal qalrdhul halsaln) ALkald Palsall 5 a lya lt 4. 
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6) Balhwal alpalbila l pembalya lraln peluna lsaln halrus dengaln kunjungaln 

petuga ls, ma lkal a lnggota l dikena lkaln bia lya l kunjungaln sebesalr Rp. 

25.000,- (dual puluh lima l ribu rupialh) setia lp kalli kunjungaln 

A Lkald Palsall 5 alya lt 5. 

7) Balhwal paldal talnggall 24 September 2019, Pengguga lt 

mengelua lrkaln Suralt Peringa ltaln (SP) ke-1 terha ldalp Tergugalt, 

alka ln teta lpi tida lk dihiraluka ln oleh Tergugalt. 

8) Balhwal palda l ta lnggall 12 Februa lri 2020, Pengguga lt kemba lli 

mengelua lrkaln Suralt Peringa ltaln (SP) ke-2 terha ldalp Tergugalt, 

alka ln teta lpi teta lp tida lk dihira lukaln oleh Tergugalt. 

9) Balhwal paldal ta lnggall 6 Juni 2020 Penggugalt mengelua lrkaln 

Suralt Peringa ltaln (SP) ke-3, ya lng berisi a lgalr Terguga lt segera l 

meluna lsi tungga lka ln pembia lya laln, alka ln teta lpi Terguga lt hingga l 

salmpa li sa lalt ini la llali untuk mengemba llika ln a lngsuraln 

pembia lya laln ya lng diberika ln oleh Penggugalt. 

10) Yalng dila lnggalr oleh Tergugalt a ldallalh : 

Balhwal Tergugalt la llali tida lk mengemba llika ln bialya l sewal daln 

ujralh sesuali denga ln jaldwall ya lng tela lh diteta lpka ln (ALka ld Palsall 

11 alya lt 1). 

11) Balhwal altals kela llalialn daln pela lnggalraln Tergugalt tersebut, ma lka l 

Penggugalt berha lk untuk menuntut da ln mena lgih pemba lya lraln 

alta ls seluruh jumla lh bia lya l sewal ma lnfa lalt da ln ujralh kepa lda l 

Tergugalt seca lra l seketika l daln sekalligus. 

12) Balhwal alkibalt perbualta ln cidera l jalnji/ingkalr jalnji/walnprestalsi 

tersebut Pengguga lt mera lsal dirugika ln seca lral ma lteriil ya litu 

sesuali dengaln ALkald Pembia lya laln Ijalralh Multijalsal No. 04/471-

4/05/19 ta lnggall 20 Mei 2019, ya lng perincia lnnya l per September 

2020 sebalga li berikut: 

Sisal sewal ma lnfala lt periode s/d luna ls : Rp. 11.721.000,- 

Tunggalkaln ujra lh (A Lkald Palsall 11 alya lt 1) : Rp. 4.050.000,- 
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Dendal keterla lmba ltaln (A Lkald Palsall 5 alya lt 4): Rp. 875.000,- 

Bia lya l kunjungaln/pena lgihaln (A Lka ld Palsall 5 alya lt 5): Rp. 

525.000,- 

Tota ll kewaljibaln Tergugalt   : Rp. 17.171.000 

c. Petitum a ltalu Tuntutaln 

1) Menerima l da ln mengalbulka ln gugaltaln Penggugalt seluruhnya l; 

2) Menya lta lkaln salh seca lral hukum A Lkald Pembia lya laln Ijalralh 

Multijalsal Nomor 04/471.4/05/19 Terta lnggall 20 Mei 2019, ya lng 

dita lndaltalnga lni oleh Penggugalt da ln Tergugalt; 

3) Menya lta lkaln demi hukum Pa lral Tergugalt tela lh mela lkukaln 

perbualtaln cidera l jalnji/ingka lr jalnji/walnpresta lsi terha ldalp Ija lralh 

Multijalsal Nomor 04/471.4/05/19 Terta lnggall 20 Mei 2019, ya litu 

berupal kerugia ln ma lteriil sebesa lr Rp. 17.171.000,- (tujuh bela ls 

juta l sera ltus tujuh puluh saltu ribu rupia lh); 

4) Menghukum Tergugalt untuk memba lya lr kerugia ln ma lteriil Rp. 

17.171.000,- (tujuh bela ls jutal sera ltus tujuh puluh sa ltu ribu 

rupialh); 

5) Kepalda l Penggugalt la lngsung seketikal setela lh putusaln 

mempunya li kekua lta ln hukum teta lp; 

6) Menghukum Tergugalt untuk memba lya lr semua l bia lya l ya lng 

timbul da llalm perka lral ini. A Lta lu alpalbilal Penga ldila ln ALga lma l 

Purballingga l berpendalpa lt la lin, mohon putusaln ya lng sealdil-

aldilnya l.
59

 

2. Pertimba lnga ln Hukum Ha lkim Penga ldila ln A Lga lma l Purballinggal Dallalm 

Memutus Perka lral No. 010/Pdt.GS/2020/PAL.Pbg 

Setela lh perka lral ini diperiksa l oleh ma ljelis halkim Penga ldila ln ALgalma l 

Purballingga l memberi bebera lpal pertimbalnga ln hukum da lla lm perka lra l 

                                                           
59 Sallinaln putusaln Pengal46dilaln ALgalma l Purballingga l No. 010/Pdt.GS/2020/PAL.Pbg. 
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No. 010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg untuk memutus perka lral ini a lnta lral lalin 

sebalga li berikut: 

Balhwal ya lng menjaldi pokok perka lral alntalral Pengguga lt da ln Tergugalt 

alda llalh balhwal Tergugalt tela lh menerima l ua lng pembia lyala ln dalri 

Penggugalt sebesalr Rp. 15.000.000 ya lng alkaln diguna lkaln untuk bialya l 

pendidika ln, denga ln ujralh ya lng disepalka lti bersa lma l sebesalr Rp. 

4.860.000 berda lsalrkaln a lkald pembia lyala ln ija lralh multija lsal Nomor 

04/471.4/05/19 Tertalngga ll 20 Mei 2019, kemudia ln Tergugalt tida lk 

mela lksalna lkaln kewaljibaln pemba lya lraln daln tela lh diberikaln suralt 

peringa lta ln (SP) sebalnya lk tiga l kalli. Oleh kalrenal itu, Pengguga lt 

menuntut a lgalr Tergugalt dinya ltalkaln tela lh wa lnprestalsi terha ldalp 

Pengugalt da ln membalya lr kewaljibalnnya l. 

Upalya l perdalma lia ln mela llui media lsi sesuali denga ln Peraltura ln 

Malhkalma lh A Lgung Republik Indonesia l Nomor 01 Ta lhun 2016 a lntalral 

Tergugalt da ln Penggugalt tida lk bisal dila lksalnalkaln kalrenal Tergugalt tida lk 

pernalh dalta lng menghalda lp ke persida lngaln. 

Petitum perta lma l Pengguga lt dikalbulka ln oleh pihalk Pengaldila ln 

A Lgalma l Purballingga l daln perla lwalnaln Penggugalt da lpalt diterima l untuk 

diperiksa l di Penga ldilaln A Lgalma l Purballinggal. 

Petitum kedua l Penggugalt, dima lnal petitum ya lng merupa lka ln pokok 

perla lwalnaln Penggugalt a lta ls alkald pembia lya la ln ijalralh multijalsal Nomor 

04/471.4/05/19 Terta lnggall 20 Mei 2019 balhwal Tergugalt 

mena lndalta lngalni alktal perjalnjialn tersebut dallalm kea ldalaln saldalr daln 

beralkall seha lt da ln tida lk a ldal unsur palksalaln serta l Tergugalt tela lh 

menerima l pembia lya laln da lri Penggugalt sebesalr Rp. 15.000.000 dengaln 

ujralh Rp. 4.860.000. 

A Lkald pembia lya la ln ija lralh multijalsal ya lng dila lkukaln alntalra l 

Penggugalt denga ln Tergugalt seba lga lima lnal ya lng ditua lngkaln dalla lm a lkta l 

pembia lya laln alta ls kesepalka ltaln bersalma l Nomor 04/471.4/05/19 dalla lm 

hall ini, menurut Ma ljelis Halkim suda lh sesuali denga ln ketentualn ya lng 
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berla lku sebalgalima lnal dia ltur dalla lm Pa lsall 22 Kompila lsi Hukum 

Ekonomi Sya lria lh balhwal rukun alkald terdiri da lri piha lk-pihalk ya lng 

beralkald, objek alkald, tujualn pokok alka ld, daln kesepa lkalta ln. Berdalsalrkaln 

bukti Pengguga lt ya litu P.7, balhwal a lkald tersebut dibua lt oleh pa lral piha lk, 

ya lkni Pengguga lt ya lng diwalkili oleh Khalsaln Suma lrgo, S.Pd selalku 

sekreta lris daln Tergugalt I da ln Tergugalt II sela lku na lsalbalh. Suralt 

perjalnjialn tersebut tela lh dita lndal talngalni oleh kedual belalh pihalk ya lng 

beralkald, oleh ka lrenal itu pa ltut dinya lta lkaln ba lhwal kedua l belalh piha lk 

bena lr-benalr tela lh mema lha lmi seluruh isinya l sertal menerima l segalla l 

kewaljibaln da ln halk yalng timbul ka lrena lnyal.  

Berda lsalrkaln pertimbalnga ln tersebut, menurut Maljelis Halkim tela lh 

terbukti ba lhwal Penggugalt tela lh menga ldalkaln A Lkald Pembia lya laln Ija lralh 

Multijalsal daln tela lh memenuhi sya lralt daln rukun alkald, sehinggal A Lka ld 

Pembia lya laln Ijalralh Multijalsal Nomor 04/471.4/05/19 Terta lnggall 20 

Mei 2019 ya lng dibualt oleh Pengguga lt da ln Tergugalt dinya lta lkaln salh. 

Petitum ketiga l Penggugalt menya lta lkaln balhwal gugalta ln tersebut 

dinya ltalkaln salh secalra l hukum ba lhwal Tergugalt tela lh mela lkukaln 

perbualtaln cidera l jalnji /ingkalr jalnji/walnpresta lsi dengaln perla lwalnaln 

balhwal Tergugalt tela lh menerima l pembia lya la ln sebesalr Rp. 15.000.000 

denga ln ujralh ya lng disepalka lti sebesalr Rp. 4.860.000 alkaln teta lpi 

Tergugalt tida lk menginda lhkaln kewa ljiba lnnya l untuk memba lya lr 

alngsuraln wallalupun tela lh diberika ln suralt peringa lta ln sebalnya lk tiga l kalli. 

Menurut Maljelis Halkim, ba lhwal sesuali Palsall 44 Kompila lsi Hukum 

Ekonomi Sya lri‟alh balhwal semua l alkald ya lng dibentuk seca lral salh 

berla lku nalsh syalri‟alh balgi mereka l ya lng menga ldalka ln alka ld, demikia ln 

jugal palsall 46 Kompila lsi Hukum Ekonomi Sya lri‟a lh menyebutka ln 

balhwal sualtu alkald halnya l berla lku a lnta lral piha lk-pihalk ya lng mengalda lkaln 

alka ld. 

Kemudia ln sesuali Palsall 21 huruf (b) Kompila lsi Hukum Ekonomi 

Sya lri‟a lh ba lhwal alkald dila lkukaln berda lsalrka ln alsals alma lnalh/menepa lti 
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jalnji, setialp alkald waljib dila lksalnalka ln oleh palral pihalk sesuali dengaln 

kesepalkalta ln ya lng diteta lpkaln oleh ya lng bersalngkuta ln da ln palda l sala lt 

ya lng salma l terhinda lr dalri cidera l jalnji. Oleh kalrenal Tergugalt tela lh 

denga ln sengaljal tida lk menginda lhka ln palnggila ln Pengaldila ln daln/a lta lu 

tida lk memba lnta lh dallil guga ltaln Pengguga lt, ma lkal berda lsalrkaln Palsall 18 

alya lt (1) Pera lturaln Malhkalma lh A Lgung Nomor 2 Ta lhun 2015, tela lh 

terbukti ba lhwal Tergugalt tela lh cidera l jalnji/ingkalr jalnji/walnpresta lsi 

terha ldalp A Lkald Pembia lya laln Ijalralh Multijalsal Nomor 04/471.4/05/19. 

Petitum ke-empa lt Penggugalt menya lta lkaln balhwal Tergugalt dihukum 

untuk memba lya lr kerugia ln ma lteriil Rp. 17.171.000 kepalda l Pengguga lt 

la lngsung seketikal setela lh putusaln mempunya li kekua lta ln hukum teta lp. 

Balhwal menurut Ma ljelis Halkim berda lsalrkaln bukti P.9, dalri bialya l sewal 

ma lnfalalt kepaldal nalsalba lh sejumla lh Rp. 15.000.000,00 (lima l bela ls jutal 

rupia lh) dengaln ujra lh sebesalr Rp.4.860.000,00 (empa lt jutal dela lpaln 

raltus ena lm puluh ribu rupia lh) ya lng a lpalbila l diga lbung menja ldi 

Rp.19.860.000 (Sembila ln bela ls jutal delalpa ln raltus ena lm puluh ribu 

rupia lh), daln Tergugalt ba lru mela lksalnalkaln pemba lya lra ln alngsuraln 4 ka lli 

sebesalr Rp. 4.359.000,00 (empa lt jutal tigal raltus lima l puluh sembila ln 

ribu). Berdalsalrkaln pertimba lnga ln tersebut, ma lkal Tergugalt pa ltut 

dihukum untuk memba lya lr sisal alngsuraln tersebut kepa ldal piha lk 

koperalsi sekalligus daln seketika l. 

Menurut Maljelis Halkim, ba lhwal berda lsalrkaln Pa lsall 5 a lya lt (4) A Lkald 

Pembia lya laln Ijalralh Multijalsal Nomor 04/471.4/05/19 Terta lnggall 20 

Mei 2019, ba lhwal alpalbila l nalsalbalh tida lk memba lya lr tepa lt walktu sesuali 

denga ln ta lnggall a lngsuraln a lkaln dikenalka ln salnksi berupal denda l 

keterla lmba lta ln sesuali denga ln peraltura ln perusalhalaln (koperalsi) daln 

Palsall 5 a lya lt (5) A Lkald Pembia lya laln Ijalralh Multijalsal tersebut jugal 

menyebutka ln, balhwal alpalbila l terjaldi keterla lmba lta ln pemba lya lraln 

alngsuraln daln altalu memerluka ln kunjungaln petuga ls ma lka l Nalsalbalh 
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dikena lkaln bia lya l kunjungaln sebesalr Rp. 25.000,00 (dual puluh lima l ribu 

rupia lh) setia lp kalli kunjungaln. 

Berda lsalrkaln guga lta ln Pengguga lt ya lng dikualtka ln pula l denga ln bukti 

P.9, tela lh terbukti balhwal Tergugalt mempunya li tungga lka ln 14 ka lli 

pemba lya lra ln alngsuraln daln berdalsalrkaln P.12 salmpa li denga ln P.14, tela lh 

terbukti piha lk koperalsi mela lkuka ln kunjungaln sebalnya lk 3 kalli untuk 

peringa lta ln-peringa ltaln. Menurut Ma ljelis Halkim sesua li pa lsall 1767 

KUHPerdalta l sebalgalima lnal Lemba lra ln Nega lral Talhun 1848 No. 22 

balhwal bungal (dibalca l malrgin) menurut undalng-undalng aldalla lh 6% 

perta lhun a ltalu 0.5% perbula ln, sesua li posita l gugaltaln a lngkal I.b da lpalt 

dihitung ba lhwal dalla lm a lkald dima lksud ujralhnya l 32%, denga ln  ujralh 

ya lng sedemikia ln dinila li terla llu tinggi da ln mencedera li ralsal kealdila ln. 

Berda lsalrkaln pertimbalnga ln tersebut, malka l gugaltaln Penggugalt 

tenta lng denda l keterlalmba lta ln da ln bia lya l kunjungaln tersebut pa ltut untuk 

ditola lk. 

Petitum kelima l Pengguga lt menya ltalkaln untuk menghukum 

Tergugalt untuk membalya lr semua l bialya l yalng timbul da lla lm perkalra l ini. 

Pertimba lnga ln Maljelis Halkim oleh ka lrena l Tergugalt a lda llalh pihalk ya lng 

kalla lh, ma lka l berda lsalrkaln pa lsall 181 HIR, Tergugalt pa ltut dihukum untuk 

memba lya lr bialya l perkalra l ini.
60

 

3. Putusaln Ha lkim Penga ldila ln A Lgalma l Purba llinggal Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg 

Putusaln dijaltuhka ln palda l halri Ra lbu talnggall 04 November 2020 M 

bertepa lta ln denga ln talngga ll 18 Ra lbi‟ul A Lwwall 1442 H., oleh Drs. H. 

Sallim, S.H., M.H., Halkim ya lng ditunjuk oleh Ketual Penga ldila ln 

A Lgalma l Purballinggal sebalga li Halkim Tunggall, putusaln ini jugal 

diuca lpkaln dalla lm sidalng terbuka l untuk umum oleh Ha lkim tersebut, 

denga ln diba lntu oleh A Lbdul Halfid, S.Kom., S.H. seba lga li Palnitera l 

Penggalnti da ln diha ldiri jugal oleh Penggugalt ta lnpa l haldirnya l Tergugalt. 

                                                           
60 Sallinaln putusaln Pengaldilaln ALgalmal Purballinggal No. 010/Pdt.GS/2020/PAL.Pbg. 
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Dengaln putusa ln sebalga li berikut: (1) Menya lta lkaln palra l Tergugalt tela lh 

dipa lnggil seca lral resmi da ln paltut untuk mengha ldalp persida lngaln tida lk 

haldir. (2) Menga lbulkaln guga ltaln Penggugalt seba lgia ln dengaln verstek. 

(3) Menya ltalka ln salh menurut hukum A Lkald Pembia lya laln Ija lralh 

Multijalsal Nomor 04/471.4/05/19 Terta lnggall 20 Mei 2019 ya lng dibualt 

daln dita lnda ltalngalni oleh Pengguga lt daln palra l Tergugalt. (4) Menya lta lkaln  

palra l  Tergugalt  tela lh  mela lkukaln  perbualta ln  cidera l jalnji/walnpresta lsi 

terha ldalp A Lkald Pembia lya laln Ijalralh Multijalsal Nomor 04/471.4/05/19 

Terta lnggall 20 Mei 2019. (5) Menghukum pa lral Tergugalt untuk 

memba lya lr kerugialn  ma lteriil kepa ldal Pengguga lt sejumla lh Rp. 

17.171.000,00 (tujuh belals jutal seraltus tujuh puluh saltu ribu) la lngsung 

seketika l setela lh putusaln ini mempunya li kekua lta ln hukum teta lp. (6) 

Menola lk gugalta ln Penggugalt selebihnya l. (7) Menghukum pa lral 

Tergugalt untuk memba lya lr semua l bia lya l perka lral ini ya lng hinggal kini 

dihitung sebesa lr Rp.676.000,00 (ena lm raltus tujuh puluh enalm ribu 

rupia lh).
61
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BALB IV 

ALNALLISIS PUTUSALN PAL PURBALLINGGA L NOMOR 

010/Pdt.GS/2020/PAL.Pbg 

A. ALnallisis Pertimbalnga ln Halkim Dallalm Putusa ln Sengketal Ekonomi 

Syalrialh Paldal Putusa ln Pengaldilaln ALgalmal Purba llinggal Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PAL.Pbg 

Dallalm proses menyelesalikaln perkalral altalu menga ldili perkalra l, 

seoralng halkim halrus dalpalt meyelesalika ln secalral objektif berdalsalrka ln 

hukum ya lng berlalku, ma lkal dallalm proses pengalmbila ln keputusa ln 

termalsuk dalla lm hall ini sengketal ekonomi syalrialh, halkim alka ln 

dihaldalpka ln paldal tugals untuk menilali bukti-bukti ya lng dialjukaln kepalda l 

maljlis halkim ya lng kemudialn alkaln mendalpaltka ln keya lkinalnn dalri halti 

nuralninyal.
62

 Pengalmbilaln keputusaln oleh halkim halnyal terikalt palda l 

falktal-falktal ya lng relevaln daln kalida lh hukum ya lng menjaldi altalu 

dijaldikaln lalndalsaln hukum putusaln tersebut, sehinggal denga ln 

memperha ltikaln falktal-falktal ya lng a ldal dalla lm persidalngaln a lkaln dijaldika ln 

sebualh lalndalsaln/dalsalr untuk menyelesalikaln perkalral/ka lsus yalng 

sedalng dalla lm proses persidalngaln. 

Seoralng halkim dallalm menyelesa likaln perkalral ekonomi sya lrialh 

melalkukaln seralngkalialn penemua ln hukum alta ls penalfsira ln hukum 

dallalm ra lngkal pembentukaln hukum yalng berpegalnng teguh paldal dua l 

alsals. Pertalmal, alsals menyesualikaln undalng-undalng dengaln falkta l 

konkret di persidalngaln. Kedual, ha lkim dalpalt mena lmbalh undalng-

undalng alpalbila l itu diperlukaln. Dallalm proses tersebut, seoralng halkim 

tidalk boleh memihalk paldal sallalh saltu pihalk kecualli halnyal kepalda l 

kebenalraln daln kealdilaln.
63

 

                                                           
62 Firmaln Floralnta l ALdonalral, “Prinisp Kebebalsaln Halkim dallalm Memutus Perkalral Sebalgali 

ALmalnalt Konstitus”, Jurnall Konstitusi, 2 (Juni, 2015), hlm. 2019. 
63 ALhmald ALli, Mengualk Ta lbir Hukum Sualtu Kaljialn Filosofid daln Sosiologis (Jalkalrtal: 

Chalndral Pra ltalmal, 2012), hlm. 278. 
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Dallalm sebualh a lnallisal pertimba lngaln hukum ha lkim, penulis alkaln 

memberikaln alnallisal terhaldalp pertimbalngaln hukum halkim pa lda l 

putusaln perka lral sengketal wa lnprestalsi/ingkalr jalnji perjalnjialn ijalra lh 

multijalsal, putusa ln Pengaldilaln A Lgalmal Purba llinggal Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg, dengaln teori penalfsiraln sistemaltis, teori 

alsals hukum, teori malslalhalh daln teori pembuktialn. 

1. Teori Penalfsira ln Sistemaltis 

Penalfsiraln Sistema ltis aldallalh sebualh metode ya lng 

menalfsirkaln unda lng-undalng sebalgali balgialn da lri keseluruha ln 

sistem perundalng-undalngaln yalng terka lit. Ha lkim ha lrus memalhalmi 

seluruh balgialn da lri sua ltu peralturaln yalng mengaltur terha ldalp sua ltu 

peristiwal yalng terka lit, demikia ln pulal alntalral undalng-undalng 

dengaln undalng-undalng yalng lalin yalng mempunya li hubungaln ya lng 

sejenis.
64

 

Dengaln demikia ln, penalfsiraln sistema ltis merupalka ln 

penalfsiraln yalng menghubungka ln palsall sa ltu dengaln pa lsall ya lng lalin 

dallalm sualtu perunda lng-undalngaln yalng berkalita ln, alta lu denga ln 

undalng-undalng la lin sertal memba lcal penjelalsaln unda lng-undalng 

tersebut sehinggal bisa l dipalhalmi ma lksudnyal. Da lsalr pertimbalngaln 

hukum halkim da lla lm memutuska ln besa lraln ujra lh yalng halrus 

dibalyalr Tergugalt iallalh Pa lsall 1767 KUHPerdaltal sebalgalima lna l 

Lembalraln Negalral Talhun 1848 No.22. 

2. Teori A Lsals Lex Posteriori Derogalt Lex Priori 

A Lsals undalng-undalng dallalm pembalha lsaln teori hukum, salla lh 

saltunya l dikenall dengaln sualtu aldalgium Lex posteriori derogalt lex 

priori, yalng beralrti sualtu undalng-undalng ya lng lebih balru 

mengeyalmpingkaln undalng-undalng ya lng lalmal. Halrtono 

Haldisoepralpto mengalrtikaln alsa ls tersebut dengaln pengertialn balhwa l 
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(Jalkalrtal: Prena ldalmedia l, 2017), hlm. 70. 
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undalng-undalng ba lru itu merubalh/menialdalka ln undalng-undalng 

lalma l yalng mengaltur malteri yalng salmal.
65

 

A Lpalbila l sualtu malsallalh yalng dialtur dallalm sualtu undalng-

undalng, kemudialn dialtur kemballi dallalm sualtu undalng-undalng balru 

meskipun paldal undalng-undalng balru tidalk menca lbut/menia ldalkaln 

berlalkunyal unda lng-undalng lalmal itu, sehinggal dengaln sendirinya l 

undalng-undalng lalmal yalng mengaltur hall ya lng salmal tidalk berlalku 

lalgi. Misallnyal undalng-undalng yalng digunalkaln sebalgali dalsalr 

pertimbalngaln hukum oleh halkim yalitu Palsall 49 Undalng-undalng 

Nomor 7 Talhun 1989 tentalng Peraldilaln A Lgalmal, ya lng telalh diubalh 

dengaln Undalng-undalng Nomor 3 Talhun 2006 daln perubalha ln 

kedual dengaln Undalng-undalng Nomor 50 Talhun 2009, Jo. Palsall 55 

alya lt (1) UU No. 21 Talhun 2008 tentalng Perbalnkaln Syalrialh. 

3. Teori Malslalhalh 

Malshla lhalh aldallalh sebualh calral penemualn hukum Isla lm 

ya lng sejallaln dengaln tujualn sya lral‟ kalrenal tidalk aldal da llil tertentu 

dalri sya lral‟ yalng membenalrkaln altalu menggugurkaln teta lpi alpalbila l 

ditetalpkaln alkaln mendaltalngkaln kemalslalhaltaln ba lgi malnusial.
66

 

Menurut A Ll-Khalwalrizmi teori malshlalhalh merupalkaln sebualh 

lalngkalh untuk memelihalral tujualn hukum Islalm daln menolalk 

kerusalkaln, sebalgalimalnal diketalhui tujualn hukum Islalm aldalla lh 

memelihalral alga lmal, alkhlalk, jiwal, halrtal daln keturunaln.
67

 

Dallalm pengkaljia ln malteri ekonomi syalrialh, halkim 

menggunalkaln teori ini da llalm menentukaln kepa lstialn hukum da ln 

menemuka ln kebenalraln altals peristiwal yalng dihaldalpinyal. Malslalhalh 

jugal merupalkaln sualtu metode berfikir untuk mendalpaltka ln 

                                                           
65 Halrtono Ha ldisoepra lpto, Pengalntalr Taltal Hukum Indonesial, (Yogyalkalrtal: Liberty, 

2001), hlm. 26. 
66 ALhmald Rifali, Penemualn Hukum oleh Halkim dallalm Perspektif Hukum Progresif 

(Jalkalrtal: Sinalr Gralfika l, 2010), hlm. 57. 
67 ALbdul Malnaln, Reformalsi Hukum Islalm di Indonesial (Jalkalrtal: Raljal Gralfindo 

Persaldal,2012), hlm. 262. 
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kepalstialn hukum balgi sualtu kalsus yalng staltus hukumnyal tida lk 

ditentukaln oleh teks-teks suci syalrialt altalupun all-ijtimal‟. Sehingga l 

dengaln teori ini dalpalt disingkronkaln paldal kalsus yalng sedalng 

diperiksal oleh ma ljlis halkim ya lng dallalm hall ini Palral Tergugalt tida lk 

pernalh haldir dallalm persidalngaln yalng mengalkibaltkaln pemeriksalaln 

perkalral tetalp dilalnjukaln dilua lr haldirnya l Palral Tergugalt. 

4. Teori Pembuktialn 

Dallalm hukum pembuktialn, R.Subekti mendefiisikaln 

pembuktialn aldallalh meyalkinkaln halkim tentalng kebenalraln dallil-

dallil ya lng dikemukalkaln dallalm sualtu persengketala ln, dallil dallalm 

hukum Isla lm dimalksudkaln untuk mendudukkaln kebenalra ln palda l 

kebenalraln malteriil. Sehinggal dallalm proses pembuktialn tersebut 

dalpalt membalntu keberlalngsungaln sualtu perkalral ya lng dialdili di 

mukal persidalngaln ya lng menghalsilkaln sualtu putusaln alta lu 

penetalpaln.
68

 Pembuktialn tersebut aldallalh allalt bukti yalng dialjuka ln 

oleh Penggugalt dihaldalpaln maljlis halkim mengenali tindalkaln Palra l 

Tergugalt secalral normaltif melalkukaln walnprestalsi/ingkalr jalnji 

meliputi berkals alkald ijalralh multijalsal, lalporaln riwalya lt pembialya laln, 

objek algunaln daln suralt peringaltaln (SP I, II, daln III). 

Dengaln demikialn, pembuktialn sebualh penya ljialn allalt-a llalt 

bukti yalng sa lh menurut hukum kepa ldal halkim ya lng memeriksa l 

sualtu perkalral untuk memberikaln kepalstialn tenta lng kebenalraln 

peristiwal yalng dialjukaln. 

 

Berdalsalrkaln dalsa lr pertimbalngaln hukum ya lng digunalkaln oleh 

maljlis halkim da llalm menyelesalikaln sengketal walnpresta lsi perjalnjialn 

ijalralh multijalsal ini, penulis setuju dengaln halsil keputusa ln maljlis 

halkim dallalm memberika ln keputusa lnnya l kepalda l Palral Tergugalt ya lng 
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dinya lta lkaln secalra l hukum melalkukaln perbualtaln wa lnprestalsi. Tetalpi 

penulis tidalk setuju keputusa ln maljelis ha lkim mengena li besa lraln ujra lh, 

kalrenal ma ljelis halkim mengguna lka ln dalsalr pertimbalngaln hukum ya litu 

Palsall 1767 KUHPerda ltal sebalgalimalnal Lembalraln Nega lral Talhun 1848 

No.2 yalng menyalmalkaln ujra lh dengaln bungal.  

B. ALnallisis Putusaln Sengketal Ekonomi Syalrialh Pengaldila ln ALgalmal 

Purballinggal Nomor 010/Pdt.GS/2020/PAL.Pbg Perspektif Faltwal 

DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 

Dallalm memutuska ln perkalral Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg., 

halkim suda lh menggunalkaln dalsalr hukum ya lng tepa lt seba lgalimalnal dalsa lr 

hukum yalng halrus dija ldikaln pedomaln dallalm menyelesa likaln perkalra l 

ekonomi syalrialh. Penulis ingin memba lhals lebih dallalm mengenali ha ll-

hall yalng dialnggalp tida lk penting nalmun sering dipra lktikaln, daln bisa l 

dialnggalp menyallalhi ketentua ln-ketentualn alkald yalng sesua li denga ln 

syalrialh. Penulis alka ln menjelalskaln balgalimalnal palndalngaln Faltwal DSN 

MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhaldalp pertimbalngaln hukum 

halkim mengenali besalraln ujra lh paldal alkald Ijalralh Multijalsal tersebut. 

Sebalgalimalnal dialtur dallalm Faltwal DSN MUI Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017 tentalng A Lkald Ijalralh, kualntitals daln/altalu kuallitals ujra lh 

halrus jelals, balik berupal alngkal nomina ll, prosentalse tertentu altalu rumus 

ya lng disepalkalti daln diketalhui oleh palral pihalk yalng melalkukaln alkald.
69

 

ALtalu secalral tega ls, upalh a ltalu imballa ln dalla lm alkald ijalralh disebut 

dengaln ujra lh. 

Hinggal salalt ini malsih aldal saljal yalng menya ltalka ln balhwal upa lh altalu 

imballaln alka ld ijalra lh disebut bungal altalu malrgin. Seperti yalng tertualng 

dallalm dalsalr pertimbalngaln halkim paldal putusaln Nomor  

010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg. 

                                                           
69 Faltwal Dewaln Syalrialh Nalsionall No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentalng ALkald Ijalralh 

dialkses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view. 
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“Menimbalng, balhwal sesuali palsall 1767 KUHPerda ltal sebalgalimalna l 

Lembalraln Negalra l Talhun 1848 No. 22 balhwal bungal (malrgin) 

menurut undalng-undalng aldallalh 6% pertalhun altalu 0.5% perbulaln, 

sesuali posital guga ltaln alngkal I. b dalpalt dihitung balhwal dallalm alka ld 

dimalksud ujralhnya l 32%, dengaln ujralh yalng sedemikia ln dinila li terlallu 

tinggi daln mencederali ralsal kealdilaln.”
70

 

Di dallalm pertimba lngaln halkim tersebut, ha lkim menga lnggalp ujra lh 

salmal dengaln bunga l altalu malrgin. Menurut penulis, ha ll tersebut kura lng 

sesuali kalrenal ujra lh dengaln bungal aldallalh dual hall ya lng berbeda l terlebih 

di dalla lm alkald ija lra lh. 

Pertalmal, sewal aldallalh ha lsil inisia ltif usalhal daln efisiensi. Ia l 

dihalsilka ln sesudalh sualtu proses menciptalkaln nilali ya lng palsti. Kalrena l 

pemilik halrtal benda l altalu kekalyalaln tetalp terlibalt daln berkepentinga ln 

dengaln seluruh pemalkalia ln si pema lkali. Tidalk demikialn hallnyal denga ln 

bungal, kalrenal ya lng meminjalmkaln tidalk berkepentingaln lalgi denga ln 

penggunalaln pinjalmaln, setela lh pinjalmaln diperoleh daln bungalnya l 

terjalmin.  

Kedual, mengenali sewal usalhal produktif salngalt diperlukaln dalla lm 

proses menciptalkaln nilali, kalrena l upalya l ekonomik dilalkuka ln pemilik 

modall dengaln merubalhnya l menjaldi milik altalu keka lyalaln. Demikia ln 

malkal unsur kewiral-usalhalaln tetalp jelals daln alktif dallalm memproduksi 

balralng da ln jalsal. Sedalngkaln bungal mungkin memperla lmbalt proses 

menciptalkaln nilali. Kalrenal yalng meminjalmkaln teta lp tida lk 

berkepentingaln dengaln penggunalaln pinjalmaln itu, ma lkal unsur 

wiralusalhal hilalng salmal sekalli.  

Ketigal, dalla lm hall sewal, pemilik moda ll sendiri menentukaln pola l, 

ukuraln daln malnfalalt produk. Kalrenal itu terbaltals paldal penggunalalnnya l 

ya lng pa lsti daln bertujualn. Sedalngkaln dallalm hall bungal pemilik ya lng 

sebenalrnyal talmpa lknyal tida lk berkepentingaln dengaln penggunala ln 
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ekonomik dalri modall, ka lrenal itu besalr kemungkinaln modall da lpa lt 

disallalhguna lkaln.  

Keempalt, kalrenal dallalm ma lsallalh sewal balnyalk unsur kerugialnnya l, 

malkal penggunalaln modall oleh sipemilik untuk mendalpa ltkaln sewal tida lk 

menciptalkaln timbulnyal kelals bermallals-mallalsa ln dallalm malsya lralka lt 

sedalngkaln unsur kerugialn tidalk terdalpalt salmal sekalli dallalm soall bunga l 

ya lng dalpa lt membua lt si kalya l menjaldi lebih kalyal daln si miskin menjaldi 

lebih miskin.
71

 Dengaln demikialn dallalm sewal-menyewal tida lk terdalpa lt 

unsur eksploitalsi sebalgalimalnal terjaldi dallalm bungal. Kalrenal itu dalla lm 

sewal menyewal dimensi insalninya l lebih dominaln dibalndingkaln denga ln 

dimensi ilalhinya l.
72

 Sebalb sewal menyewal sebalgali balgia ln dalri fiqh 

mualma llalh berkalitaln eralt dengaln kepentingaln malnusia l. 

Ujralh dallalm alka ld ijalralh sudalh dia ltur dallalm Fa ltwal DSN MUI 

Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentalng A Lkald Ijalralh balgialn ke 

delalpaln, ya litu sebalgali berikut: 

1. Ujralh boleh berupal ualng, ma lnfalalt balralng,jalsal, altalu balralng ya lng 

boleh dimalnfa laltkaln menurut sya lrialh (mutalqalwwalm) daln peraltura ln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

2. Kualntita ls daln/altalu kuallitals uiralh halrus jelals, balik berupal alngka l 

nominall, prosentalse tertentu, altalu rumus yalng disepalkalti da ln 

diketalhui oleh palral pihalk yalng mela lkukaln alkald. 

3. Ujra lh boleh dibalya lr secalral tunali, bertalhalp/a lngsur, daln ta lngguh 

berdalsalrkaln kesepalkaltaln sesuali dengaln sya lrialh da ln/altalu pera lturaln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

                                                           
71 ALbdul Malnaln, Ekonomi Islalm: Teori daln Pralktek (Yogyalka lrtal: PT. Dalnal Bhalkti Primal 

Yalsal, 2007), hlm. 114. 
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4. Ujra lh ya lng telalh disepalkalti boleh ditinjalu-ulalng altals malnfalalt ya lng 

belum diterimal oleh Mustal‟jir sesuali kesepalkalta ln.
73

 

Dallalm berbalgali kegialta ln ekonomi sya lri‟alh, potensi terjaldinya l 

sengketal alntalral pihalk-pihalk yalng terlibalt di dallalmnyal cukup besalr. 

Oleh sebalb itu, diperlukaln alturaln-altura ln ya lng jelals daln tegals, balik 

berupal faltwal ma lupun peralturaln perundalng-undnalgaln lalinnya l 

mengenali seluruh kegialta ln ekonomi sya lri‟alh termalsuk calra l 

penyelesalialnnyal. DSN-MUI aldallalh saltu-saltunya l lembalga l ya lng diberi 

almalna lt oleh undalng-undalng untuk menetalpkaln faltwal-faltwal tentalng 

ekonomi daln keualngaln sya lrialh. Lembalgal yalng didirika ln untuk 

memberikaln ketentua ln hukum Isla lm kepaldal Lemba lgal Keualnga ln 

Syalrialh dallalm menja llalnka ln alktivitalsnyal. Pengaldilaln A Lgalmal memalka li 

faltwal seba lgali lalndalsaln hukum, yalkni faltwal yalng disepalkalti oleh 

Malhkalmalh A Lgung bersalmal Penga ldila ln A Lgalmal.
74

 

Paldal Undalng-Unda lng Nomor 50 Talhun 2009 tentalng Penga ldilaln 

ALgalmal disebutkaln ba lhwal Pengaldilaln A Lgalma l berwena lng untuk 

menyelesa likaln sengketa l ekonomi sya lri‟alh, malka l dalri itu produk fa ltwa l 

MUI dijaldikaln sebalgali da lsalr untuk memutus sebelum a ldal undalng-

undalng tentalng ekonomi sya lri‟a lh. Jaldi, alpalbilal faltwal DSN-MUI 

dikalitkaln dallalm hukum positif keduduka ln faltwal salmal dengaln doktrin 

ya litu sebalgali pengualt dallalm pemutusa ln seoralng dallalm sebua lh perkalra l, 

nalmun faltwal pa ldal halkikaltnyal ha lnyallalh sebualh petualh altalu nalsihalt da lri 

seoralng allim ula lmal ya lng bersifalt tida lk mengikalt.  

A Ldalnya l pengalkualn kedudukaln daln peraln Fa ltwal DSN secalra l 

formall (dallalm pera lturaln yalng berlalku) ini, tentunya l memberi pengalruh 

                                                           
73 Faltwal Dewaln Syalrialh Nalsionall No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentalng ALkald Ijalralh 

dialkses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view. 
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Indonesial Terhaldalp Hukum Positif Indonesial, Jurnall Legislalsi Indonesial, Vol. 14, No. 04, 

Desember 2017, hlm. 452. 
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dallalm penyelesa lialn perkalral hukum di penga ldila ln. A Ldalnya l pengalkua ln 

kedudukaln daln peraln Faltwal DSN secalral formall (dallalm peralturaln ya lng 

berlalku) ini, tentunya l memberi pengalruh dalla lm penyelesa lialn perka lra l 

hukum di pengaldila ln khususnya l di Penga ldilaln A Lgalmal.  

Dallalm proses persidalngaln ini, palral tergugalt sejalk a lwall tida lk 

pernalh haldir salmpa li diputusnyal perkalral ini secalral verstek wallalupun 

sudalh dipalnggil secalral paltut. Hall itu menunjukaln balhwal palral terguga lt 

tidalk aldal itikald balik untuk menyelesalikaln permalsallalhalnnyal. Dalla lm 

perkalral ini halkim tidalk mengguna lkaln dalsalr hukum fa ltwal DSN MUI 

Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dallalm memutus perkalral putusa ln 

Nomor 010/Pdt.G.S/2020/PA L.Pbg mengenali gugaltaln yalng ditola lk 

selebihnyal yalitu besalraln ujra lh ya lng halrus dibalyalrkaln oleh Terguga lt. 

Penulis berpendalpalt balhwal sehalrusnya l halkim memalkali pedomaln 

faltwal DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 algalr lebih 

mempertimba lngkaln untuk besalraln ujra lh yalng halrus diba lyalrkaln oleh 

Tergugalt algalr mencalpali putusaln yalng aldil balgi kedual belalh pihalk. 

Berdalsalrkaln perjalnjialn ini daln konsekuensinyal sudalh disepalkalti kedua l 

belalh pihalk sejalk alwall. Palral tergugalt jugal tida lk aldal itikald balik untuk 

menyelesa likaln permalsalla lhalnnyal sejalk alwall dikelualrka lnnyal suralt 

peringaltaln pertalmal salmpali ke tigal, tidalk pernalh haldir dipersidalnga ln 

daln tidalk aldalnya l suralt ya lng menyaltalkaln palral tergugalt mengallalmi 

force maljeur.  

Secalral umum, faltwal DSN-MUI tidalk memiliki kekualtaln hukum 

ya lng mengikalt di dallalm operalsiona ll Lembalgal Keualnga ln Syalrialh, 

tetalpi faltwal DSN-MUI terdalpalt di berbalgali pera lturaln perundalng-

undalngaln dalla lm operalsionall Lembalgal Keualngaln Syalrialh sebalgali 

seralpaln alta lu aldopsi dalri hukum positif. Selalin itu DSN-MUI 

sebalgalimalnal dalla lm Keputusaln DSN-MUI Nomor 1 Talhun 2000 

Tentalng Pedomaln Dalsalr DSN-MUI paldal BA LB III menjelalskaln Dewa ln 
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Syalrialh Nalsionall membalntu pihalk terkalit, seperti Depalrtemen 

Keualngaln, Balnk Indonesial, daln lalin-lalin dallalm menyusun 

peralturaln/ketentualn untuk Lembalga l Keualngaln Syalrialh. Ini 

menunjukkaln balhwal faltwal DSN-MUI mempunyali kekualtaln mengikalt 

alpalbilal tela lh disera lp daln di tralnsformalsikaln ke dalla lm hukum positif. 

Faltwal memiliki kedudukaln yalng salngalt penting, fa ltwal bisal digunalka ln 

oleh halkim untuk menjaldi hukum positif dallalm menyelesalika ln 

sengketal ekonomi syalri‟alh kalrenal aldalnya l KMA L No. 032/ SK/ IV/2006 

ya lng mencalntumkaln faltwal DSN-MUI sebalgali sallalh saltu sumber 

hukum malteril dalla lm Peraldilaln A Lgalmal.
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75 Nur ALfni Octalvial, Kedudukaln Faltwal Dsn Mui Sebalgali Da lsalr Hukum Dallalm 

Menyelesalika ln Sengketal Ekonomi Syalrialh di Penga ldilaln ALgalmal, Skripsi, (La lmpung: IALIN Metro, 

2017), hlm. 63-64. 
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BALB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Berdalsalrkaln ha lsil penelitialn ya lng telalh penulis la lkukaln mengenali 

gugaltaln sengketal walnprestalsi pembialyala ln ijalralh multijalsal yalng 

dikalbulka ln sebalgialn pa ldal putusa ln Pengaldilaln A Lgalma l Purba llinggal Nomor 

010/Pdt.GS/2020/PA L.Pbg da lpalt ditalrik kesimpulaln seba lgali berikut: 

1. Berdalsalrkaln pertimba lngaln hukum ha lkim da llalm memutus guga ltaln 

sengketal walnprestalsi pembia lyala ln ija lralh multijalsal ya lng dikalbulka ln 

sebalgialn, halkim mengguna lkaln KUHPerdaltal Palsa ll 1767 sebalgalimalna l 

Lembalraln Negalra l Talhun 1848 No. 22 tentalng bunga l, yalng 

menyaltalkaln guga ltaln Penggugalt paltut ditolalk kalrena l ujra lh yalng 

diberikaln dinilali terla llu tinggi daln mencederali ralsal kealdilaln. 

2. Menurut alnallisa l penulis yalng suda lh dijelalskaln di altals, balhwal halkim 

dengaln segallal pertimba lngalnnya l mengenali guga ltaln sengketa l 

walnprestalsi ya lng dika lbulka ln sebalgialn tersebut tidak sesuali pa lda l 

penjelalsaln faltwal DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, yalitu 

kualntitals daln/altalu kuallitals ujralh halrus jelals, balik berupal alngka l 

nominall, prosentalse tertentu, altalu rumus ya lng disepalkalti daln diketalhui 

oleh palral pihalk ya lng melalkukaln alkald. Pada kenyataannya, selama 

angsuran 4 bulan Tergugat membayar ujrah penuh (tidak menurun) 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain palral Terguga lt 

tidalk mera lsal keberaltaln dengaln besalraln ujra lh tersebut, ka lrenal da lri 

alwall mengaldalkaln a lkald dengaln Pengguga lt, Tergugalt suda lh menyetujui 

daln menalndalta lngalni alktal perjalnjialn tersebut ya lng di da llalmnya l salla lh 

saltunya l terkalit besa lraln ujra lh tersebut.  
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B. Salraln 

Terdalpalt beberalpal salraln ya lng alkaln penulis berika ln dallalm 

penelitialn ini yalitu: 

1. Balgi nalsalbalh yalng melalkukaln alka ld pembialya laln ija lralh multija lsal, 

sebaliknyal dallalm mengalmbil keputusaln untuk mengaldalkaln alka ld 

tersebut halrus diserta li ralsal talnggung jalwalb untuk melalksalnalkaln daln 

menepalti seluruh isi perja lnjialn yalng telalh disepa lkalti bersalmal algalr 

tidalk a ldal yalng dirugika ln. 
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